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Transliterasi adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf 
abjad bahasa lain. Tujuannya adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali 
tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam Bahasa Arab. Selain itu, 
transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari salah lafadz 
yang bias menyebabkan kesalahan dalam memahami mana asli dari kata tertentu. Penulisan 
transliterasi huruf-huruf Arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB (Surat Keputusan 
Bersama) Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 
Nomor: 0543b/1987. 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin 
ا Alif tidak dilambangkan 
ب Ba‟ B 
ت Ta‟ T 
ث Sa‟ S 
ج Jim J 
ح Ha‟ H 
خ Kha‟ KH 
د Dal D 
ذ zal Z 
ر Ra‟ R 
ز Za Z 
س Sin S 
ش Syin Sy 
ص Shad‟ S 
ض Dad‟ D 
ط Ta‟ T 
ظ Dha‟ Z 
ع „Ayn ...‟... 
غ Gayn G 
ف Fa F 
ق Qaf Q 
ك Kaf K 
ل Lam L 
م Mim M 
ن Nun N 
و Wau W 
ه Ha‟ H 
x 
 
لا Lam Alif Lam alif 
ء Hamzah ...‟... 
ي Ya Y 
 
2.  Vokal 
a. Vokal Tunggal 
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 
  َ  fatḥah A A 
  ِ  Kasrah I I 
  ِ  ḍammah U U 
 
b. Vokal Rangkap 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ي fatḥah dan ya Ai a-i 
و fatḥah dan wau Au a-u 
 
Contoh: 
فيك  kaifa      لوح  ḥaul 
 
c. Vokal Panjang 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  ا fatḥah dan alif Ā a dengan garis di atas 
  ي fatḥah dan ya Ā a dengan garis di atas 
  ي kasrah dan ya Ī i dengan garis di atas 
  و ḍammah dan wau Ū u dengan garis di atas 
 
Contoh: 
لاق    qāla  ليق     qīla 
ىمر  ramā  لوقي   yaqūlu    
 
3.  Ta Marbūṭah 
a.  Transliterasi Ta‟ Marbūṭah hidup adalah “t” 
b.  Transliterasi Ta‟ Marbūṭah mati adalah “h” 
c.  Jika Ta‟ Marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “ا ل” (“al-”) dan 





 لافطلأا ةضور rauḍatul aṭfal atau rauḍah al-aṭfal 
 ةرونملا ةنيدملا al-Madīnatul  Munawwarah,  atau  al-madīnatul al-Munawwarah 
 ةحلط  Ṭalḥatu atau Ṭalḥah 
 
1. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 
Transliterasi  syaddah  atau  tasydid  dilambangkan dengan huruf yang sama, baik 
ketika berada di awal atau di akhir kata. 
Contoh:  
لّزنnazzala 
 ّربلا  al-birr 
 
2. Kata Sandang  "لا" 
a. Bila diikuti huruf Qamariyah 
نأرقلا ditulis Al-Qur’an 
سايقلا ditulis Al-Qiyās 
 
b. Bila diikuti huruf  Syamsiyyah  ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah  yang 
mengikutinya, serta menghilangkan huruf  L (el) nya. 
ةلاسرلا ditulis Ar-Risālah 




3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital,  tetapi dalam  
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya 
seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan 
huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 
Contoh: 






IIN MASNIYAH“AplikasiTeori birokrasi dan Patologi Max Weber pada Pemerintahan Desa 
Kerangkulon Wonosalam Demak, Pilkades Tahun 2013-2017” 
Birokrasi dalam pemerintahan desa kerangkulon wonosalam demak memiliki keunggulan 
masing-masing, tetapi dalam pemilihan kepala desa ini masih menggunakan jasa dukun,  money politik, 
dan melakukan cara apapun itu agar bisa menjadi kepala desa,  dalam teorinya Max Weber hal seperti 
itu adalah tidak rasional yaitu patologi yang harus dihilangkan. Adapun rumusan masalah dalam 
penelitian ini guna mengetahui: (1).Apa konsep birokrasi patologi menurut Max Weber, (2).Bagaimana 
Aplikasi konsep birokrasi patologi menurut Max Weber dalam Pemerintahan Desa Tahun 2013 – 2017, 
tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep birokrasi  
max weber dalam praktik di lapangan apakah bisa di terapkan atau sebatas teori dan untuk mengetahui 
Analisa teori Max Weber tentang birokrasi dan patologi dalam pemilihan kepala desa. Jenis penelitian 
yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan (field  research) dengan metode penelitian deskriptif  
kualitatif. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data penulis yang gunakan yaitu, wawancara, 
dokumentasi, observasi. Sementara itu, analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif 
kualitatif yang mana merupakan cara penelitian dengan mengutamakan pengamatan terhadap keadaan 
birokrasi di desa, terutama dalam pemilihan kepala desa. Analisis dilakukan setelah data-data yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Proses analisis dimulai dari membaca, mempelajari dan 
menelaah data yang didapat mengenai birokrasi patologi sesuai dengan teori Max Weber. Selanjutnya 
dari proses analisis tersebut,peneliti mengambil kesimpulan dari masalah yang bersifat umum kepada 
masalah yang bersifat khusus.  
Penelitian ini memiliki hasil sebagai berikut: (1).Dalam konsep birokrasi patologi menurut Max 
Weber yaitu birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional, dan tidak berdasarkan 
pada kekuasaan dan kharisma tidak terlepas dari tuntutan demokrasi. Pemerintahan desa kerangkulon 
dalam pemilihan kepala desa menggunkan sistem peraturan yang rasional dan tidak rasional 
berdasarkan kekuasaan dan berdasarkan kharismatik tidak terlepas dari tuntutan demokrasi. (2).Aplikasi 
konsep birokrasi patologi menurut Max Weber dalam Pemerintahan Desa Sejak Pilkades Tahun 2013 – 
2017 hampir keseluruhan teori Max Weber diterapkan di pemerintahan desa kerangkulon, pelayanan 
yang sudah bagus, SDM yang mumpuni, administrasi yang cukup baik. Birokrasi dalam pemerintahan 
di desa kerangkulon banyak sekali macam-macam bidang dan juga memiliki keunggulan masing-
masing, tetapi dalam pemilihan kepala desa ini masih menggunakan jasa dukun,mempercayai 
Allah,menggunakan money politik dan mempercayai adanya magic. Max Weber mengatakan birokrasi 
yang ideal adalah birokrasi yang rasional sedangkan birokrasi yang tidak ideal adalah birokrasi yang 
tidak rasional yaitu patologi yang harus dihilangkan.Dari penelitian diharapkan birokrasi yang tidak 
rasional dalam pemilihan kepala desa itu harus di hilangkan. Dengancara sistem pemilihan kepala desa 
selanjutnya menggunakan sistem patungan bersama untuk memberikan uang saku kepada masyarakat 
yang akan pergi ke TPS,  semua ditentukan diawal jumlah dari masing-masing calon diserahkan kepada 
panitia, dibagikan kepada yang memilih hak suara oleh panitia untuk masyarakat yang sudah selesai 
hadir untuk memilih hak suara di TPS. Jika tidak datang ke TPS maka tidak dapat uang dari panitia 
sebagai ganti berangkat ke lokasi tempat pemilihan kepala desa. 
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A. Latar Belakang 
Institusi birokrasi merupakan ruang mesin negara. Di dalamnya berisi orang-
orang (pejabat) yang digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan 
nasehat dan melaksanakan kebijakan politik negara. Walaupun secara teoritis 
pengertian birokrasi dapat dipahami secara simpel sebagai aturan negara, secara 
praktis, pengertian birokrasi ini masih sering menimbulkan kontroversi. Eksistensi 
birokrasi secara institusional, muncul setelah manusia mulai mengenal bentuk 
negara modern.  Filosof Perancis Baron de Grimm dan Vincent de Gournay 
mengatakan birokrasi berasal dari kata bureau  yang berarti meja tulis, di mana para 
pejabat (saat itu) bekerja di belakangnya. Banyak ahli percaya bahwa konsep yang 
mirip pengertian birokrasi sekarang ini telah dipakai oleh administrasi pemerintah 
Romawi,  Inca, Aztec, Mesir kuno dan Cina kuno di mana saat itu para pejabat 
kerajaan diseleksi dengan sistem ujian, senioritas, dan keahlian.
2
 
Max Weber menyatakan birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan 
pada sistem peraturan yang rasional, dan tidak berdasarkan pada paternalisme 
kekuasaan dan kharisma. Dalam teori ini, birokrasi harus dibentuk secara rasional 
sebagai organisasi sosial yang dapat diandalkan, terukur, dapat diprediksikan, dan 
efesien. Hal tersebut didasarkan kepada keyakinan bahwa dalam kehidupan 
masyarakat modern, birokrasi diperlukan dalam menunjang kegiatan pembangunan 
ekonomi, politik,  dan budaya. Penciptaan birokrasi rasional, menurut Weber,juga 
tidak terlepas dari tuntutan demokrasi yang mensyaratkan di implementasikannya 
penegakan hukum (law enforcement) dan legalisme formal dalam tugas-tugas 
penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, birokrasi harus diciptakan sebagai sebuah 
organisasi yang terstruktur, kuat dan memiliki sistem kerja yang terorganisasi 
dengan baik. 
Lembaga pemerintah, seperti yang ada di Indonesia,  umumnya memiliki 
herarki yang panjang, prosedur dan standar operasi yang tertulis,  spesialisasi yang 
rinci,  dan pejabat karir,  yang menjadi karakteristik dari birokrasi Weberian. 
Karena itu, lembaga pemerintah sering disebut sebagai birokrasi pemerintah. 
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Karena kinerja birokrasi pemerintah pada umumnya cenderung buruk dan 




Patologi birokrasi dipahami sebagai kajian di dalam Ilmu Administrasi Publik 
untuk memahami berbagai penyakit yang melekat di dalam suatu birokrasi sehingga 
menyebabkan birokrasi mengalami disfungsional. Bahkan, para ilmuwan 
administrasi publik sudah sejak lama menggunakan istilah patologi birokrasi untuk 
menjelaskan berbagai bentuk penyakit birokrasi, banyak teori telah dikembangkan 
untuk menjelaskan mengapa muncul berbagai penyakit birokrasi, terrmasuk tentang 
bagaimana karakteristik birokrasi Weberian tertentu yang pada awalnya dirancang 
untuk membuat birokrasi dapat menjelankan fungsinya dengan baik pada akhirnya 




Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20,  para sosiolog mendefinisikan patologi 
sosial semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas 
lokal,  pola kesadaran,  moral,  hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun 
bertetangga, disiplin,  kebaikan dan hukum formal.
5
 Max Weber meyakini bahwa 
birokrasi adalah hal yang semakin penting. Birokrasi memiliki seperangkat 
karakteristik seperti ketepatan, kesinambungan, disiplin, kekerasan, keajegan 
(realibilitas) yang menjadikannya secara teknis merupakan bentuk organisasi yang 




Tata kepemimpinan yang baik (good governance) konsep ini di pandang sebagai 
suatau aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik. Istilah (governance) 
menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonominya,  institusi dan 
sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk 
pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi,  integrasi,  dan untuk 
kesejahteraan rakyatnya. Kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan 
pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata kepemerintahannya di mana 
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Dengan penjelasan tersebut maka tidak salah jika ada anggapan bahwa birokrasi 
dalam pemerintahan di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak banyak sekali 
macam-macam bidang dan juga memiliki keunggulan masing-masing, tetapi dalam 
pemilihan kepala desa ini  menggunakan jasa dukun,  money politik, dan 
menggunakan cara apapun itu agar bisa menjadi kepala desa,  kata Max Weber ini 
adalah tidak rasional dalam teorinya yaitu patologi yang harus dihilangkan.  Dengan 
berbagai paradigma di atas telah menjadikan peneliti tergerak untuk melakukan 
penelitian skripsi dengan judul “Aplikasi Teori birokrasi dan Patologi Max Weber 
pada Pemerintahan Desa Kerangkulon Wonosalam Demak Tahun 2013-2017” 
B. Rumusan Masalah 
1. Apa konsep birokrasi patologi menurut Max Weber ? 
2. Bagaimana Aplikasi birokrasi patologi menurut Max Weber dalam Pemerintahan 
Desa Tahun 2013 – 2017 ? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin di 
capai dalam penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi teori birokrasi patologi Max Weber pada 
pemerintahan Desa Kerangkulon Wonosalam Demak dan dalam kepemimpinan 
apakah dalam penerapan teori dan praktik di lapangan rasional atau tidak 
rasional. 
b. Untuk mengetahui Analisa teori Max Weber tentang birokrasi dan patologi pada 
pemerintahan Desa Kerangkulon Wonosalam Demak. Jika mengalami hal yang 
tidak rasional dalam pemerintahan Desa Keragkulon Wonosalam Demak 
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   Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Sebagai bahan referensi terhadap dunia akademik,  terutama menambah 
khasanah ilmu pengetahuan sosial,  khususnya dalam bidang Filsafat tentang 
Teori Max Weber Birokrasi dan Patologi dalam Pemilihan Kepala Desa 
b. Bagi peneliti baru, sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian-
penelitian sejenis di masa mendatang. 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi peneliti  
Penelitian ini setidaknya menambah pengetahuan dan wawasan peneliti 
tentang Teori Max Weber Birokrasi dan Patologi dalam Pemilihan Kepala 
Desa 
b. Bagi Kepala Desa 
Penelitian ini mampu menjadi masukan bagi Kepala Desa dalam 
meningkatkan kesejahteraan dalam mengembangkan desa yang lebih baik 
dalam tatanan birokrasi pemerintah yang tertata, Setidaknya mampu 
mengetahui seberapa penting dan besar Teori Max Weber Birokrasi dan 
Patologi dalam Pemilihan Kepala Desa 
D. Tinjauan Pustaka 
  Untuk menghindari adanya kesamaan dan duplikasi,  maka peneliti terlebih 
dahulu mengkaji beberapa hasil penelitian sebelumnya yang setidaknya 
berhubungan dengan tema yang peneliti teliti. Adapun beberapa hasil penelitian 
tersebuat antara lain: 
  Skripsi Fakultas Ushuluddin (sekarang Fakultas Ushuluddin dan Humaniora) 
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang disusun oleh Maslihun 
(4105010) dengan Judul “Penggunaan Jasa Dukun dalam Pemilihan Kepala Desa 
di Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati (Tinjauan Aqidah 
Islamiyah)”Adapun hasil dari penelitian skripsi tersebut adalah:  
  Pertama, Tanggapan Masyarakat terhadap penggunaan jasa dukun yang 
dilakukan calon Kepala Desa adalah bahwa masyarakat ada yang menyetujui dan 
ada pula yang tidak menyetujui dengan berbagai alasannya. Bagi masyarakat yang 
menyetujui dengan penggunaan jasa dukun mereka berpendapat bahwa itu termasuk 





Sedangkan dari pihak yang tidak menyetujui, menggunakan jasa dukun itu termasuk 
bentuk kecurangan dan itu pun perbuatan terlarang. Sedangkan penggunaan jasa 
dukun dalam pencalonan Kepala Desa dipandang dari aqidah Islam bahwasanya di 
dalam Al-Qur‟an dan Hadits, orang yang pergi ke dukun,  sihir,  peramal dan 
sejenisnya sudah termasuk menyalahi syari‟at Islam, dan pelakunya bisa 




  Tesis Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (UGM)  
Yogyakarta yang disusun oleh Novianto, Iskandar dengan Judul “Patologi Birokrasi 
dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji” Adapun hasil dari penelitian tesis tersebut 
adalah:  
  Pertama, Monopoli pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang diikuti 
dengan adanya kewenangan menerbitkan kebijakan-kebijakan oleh Menteri Agama 
maupun Drijen BPIH sedangkan pada sisi lain kurangnya akuntabilitas publik yang 
diberikan oleh Departemen Agama telah menciptakan suatu kondisi bagi terciptanya 
patologi birokrasi. Tidak adanya pemisahan fungsi antara Departemen Agama 
selaku regulator dalam penyelenggaraan haji sekaligus menjalankan fungsi operator 
penyelenggaraan dan pengawasan menimbulkan pertentangan kepentingan diantara 
para pelaku penyelenggara pelayanan itu sendiri. Kelemahan pengendalian 
penyelenggaraan ibadah haji dari segi organisasi, kelemahan kebijakan berupa 
penerbitan peraturan-peraturan maupun ketentuan yang saling bertentangan satu 
dengan yang lain, kelemahan prosedur baik dalam hal penerbitan surat perintah 
membayar maupun verifikasi atas jenis pengeluaran yang dapat direalisasikan 
maupun kelemahan sistem pencatatan telah memberikan peluang bagi 
berkembangnya patologi birokrasi penyelenggaraan ibadah haji dalam bentuk 
penyimpangan-penyimpangan berindikasikan KKN serta inefisiensi 
penyelenggaraan ibadah haji baik dalam hal pengadaan pemondokan, sarana 
kesehatan, pengeluaran-pengeluaran lain yang tidak terkait dengan penyelenggaraan 
ibadah haji maupun pengaturan yang berlebihan dalam hal pengembalian BPIH atas 
calon jemaah haji yang batal sampai kepada penggunaan sisa biaya 
penyelenggaraan ibadah haji yang tidak pada tempatnya. Dengan melihat pada 
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unsur-unsur utama terjadinya patologi birokrasi penyelenggaraan ibadah haji yakni 
monopoli penyelenggaraan, adanya kebijakan kebijakan yang menyimpang, 
kurangnya akuntabilitas publik, tidak adanya pemisahan fungsi antara fungsi 
regulasi, fungsi operasi dan fungsi pengawasan maka saran perbaikan untuk 
mencegah terjadinya patologi dimaksud adalah melalui perubahan pola pengelolaan 
organisasi penyelenggaraan dari pola monopolistic dalam fungsi Departemen 
Agama menjadi sistem pengelolaan badan layanan umum yang secara organisatoris 
berada di bawah Departemen Agama selaku regulator namun secara operasional 




  Tesis Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial) Universitas Gadjah 
Mada (UGM)  Yogyakarta yang disusun oleh Aldian.Mohamad Arif dengan Judul 
“Patologi Birokrasi dan akibatnya dalam pengembangan karier dan promosi 
jabatan strukrural di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul” Adapun hasil dari 
penelitian skripsi tersebut adalah:  
  Pertama, Sebagian anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 
belum memiliki pengalaman kerja yang cukup sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Kabupaten Gunungkidul dalam memotret kondisi Pegawai Negeri Sipil yang ada di 
Kabupaten Gunungkidul, dan juga tidak memiliki kompetensi dalam ketugasannya 
untuk menentukan kebijakan di bidang kepegawaian. Penulis memberikan 
rekomendasi bahwa penerapan sistem merit (kecakapan) dalam kebijakan promosi 
jabatan struktural hendaknya dilakukan secara transparan/ terbuka dan tidak 
diintervensi dengan kepentingan-kepentingan politik atau kelompok tertentu 
melainkan mempertimbangkan faktor kemampuan dan prestasi kerja yang 
ditunjukkan oleh seorang pegawai. Deregulasi dalam peraturan pengembangan 
karier Pegawai Negeri Sipil hendaknya disusun secara sederhana dan dapat 
diaplikasikan dengan efektif dan tetap mengedepankan profesionalisme bukan 
administratif, yang tentunya ini perlu didukung dengan penguasaan teknologi 
informasi untuk mempercepat arus yang tentunya ini perlu didukung dengan 
penguasaan teknologi informasi untuk mempercepat arus informasi yang efektif dan 
akurat. Selain itu mentalitas pejabat kepegawaian dalam mengambil kebijakan 
hendaknya berpijak pada profesionalisme bukan pada kepentingan-kepentingan 
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pribadi dan kelompok tertentu. Pejabat yang menentukan di bidang kepegawaian 
hendaknya merupakan orang-orang profesional di bidang kepegawaian.
10
 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis dan bentuk Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan (field  
research) dengan metode penelitian deskriptif  kualitatif. Penelitian deskriptif 
adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk  membuat deskripsi atau gambaran 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang 
diselidiki.
11
 jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk 
memahami dan mengamati fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara 
holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 
alamiah.
12
 Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk mendiskripsikan tentang 
bagaimana penerapan Teori Max Weber Birokrasi Patologi dalam Pemilihan 
Kepala Desa Demak. 
2. Sumber dan Jenis Data 
Menurut sumbernya, data penelitian di golongkan menjadi dua yaitu data 
primer dan data sekunder: 
a. Primer  
Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh 
langsung dari subjek yang di teliti dengan menggunakan observasi, Data 
primer ini juga bisa didapat melalui wawancara  dengan perangkat desa, di 
Desa Kerangkulon Wonosalam Demak. 
b. Skunder  
Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat 
pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. 
Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang 
telah tersedia.
13
 Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari buku-
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buku tentang Teori Max Weber Birokrasi dan Patologi  jurnal, koran,  dan 
sumber lainnya yang berkenaan dengan materi. 
3. Metode Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data penulis yang gunakan yaitu: 
a. Wawancara 
Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan 
sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama 
dari wawancara ialah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari 
informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee).
14
 Wawancara 
dilakukakn kepada Kepala Desa Kerangkulon Wonosalam Demak. 
b. Dokumentasi 
Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan 
dan fokus masalah, dokumen-dokumen tersebut diurutkan sesuai dengan 
tujuan pengkajian. Metode ini,  peneliti gunakan untuk memperoleh data 
yang mencatat di antaranya meliputi,  letak geografis,  sejarah awal mula 
terpilihnya kepala desa, visi, misi,  tujuan serta struktur organisasi di Desa 
Kerangkulon Wonosalam Demak. 
c. Observasi  
Menurut Sutrisno Hadi (1986) observasi adalah suatu proses yang 
kompleks, suatu proses yang kompleks,  yang mana suatu proses yang 
tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang 
terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data 
dengan observasi di gunakan apabila penelitian berkenaan perilaku manusia,  




4. Teknik Analisis Data 
Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif merupakan cara 
penulisan yang mengutamakan pengamatan terhadap fenomena,  gejala, 
peristiwa dan kondisi yang ada di desa kerang kulon wonosalam Demak. 
Proses mencari dan menyusun secara sistematis diperoleh dari hasil 
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wawancara, observasi, cacatan lapangan  dan dokumentasi, dengan cara 
menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
Analisis dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
terkumpul. Proses analisis dimulai dari membaca, mempelajari, dan 
menelaah data yang didapat mengenai Teori Max Weber Birokrasi Patologi 
dalam Pemerintahan Desa. Selanjutnya dari proses analisis tersebut, penulis 
mengambil kesimpulan dari masalah yang bersifat umum kepada masalah 
yang bersifat khusus. 
F. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan skripsi, sistematika dimaksudkan sebagai gambaran atas 
pokok – pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga dapat memudahkan dalam 
memahami masalah yang dikaji dalam skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis 
akan membahas lima bab pembahasan. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 
 Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang informasi umum 
dilakukannya penelitian. Pendahuluan terdiri dari: Pertama, latar belakang yang 
menjadi alasan kenapa penulis memilih penelitian. Kedua, rumusan masalah yang 
menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Ketiga, tujuan 
dan manfaat penelitian, yang akan memaparkan tentang tujuan penulis melakukan 
penelitian dan penelitian yang akan dilakukan tidak sia-sia. Keempat, metode 
penelitian yang menerangkan langkah-langkah penulis dalam melakukan penelitian. 
Kelima, tinjauan pustaka yang menjelaskan bahwa penelitian ini orisinil dan 
berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Keenam, sistematika penulisan.  
 Bab kedua merupakan landasan teori yang dalam hal ini akan membahas konsep 
birokrasi patologi Max Weber meliputi; biografi Max Weber, teori-teori birokrasi 
patologi, prinsip-prinsip pemikiran Max Weber, konsep birokrasi patologi Max 
Weber, dan peranan pemilihan kepala desa. 
 Bab ketiga yaitu penyajian data berupa metodologi penelitian. Dalam bab ini 
akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, program apa saja yang 
ada di Pemerintahan Desa Kerangkulon, penerapan teori Max Weber birokrasi 





 Bab keempat merupakan analisis dari penerapan teori Max Weber birokrasi 
patologi dalam Pemerintahan Desa Kerangkulon pemilihan kepala Desa sejak 
Pilkades Tahun 2013-2017. 
 Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan sebagai hasil dari penelitian, dalam 
bab ini disampaikan juga point-point inti pembahasan sebelumnya. Kemudian 
disertakan saran-saran yang membangun, sekiranya dapat dijadikan koreksi dan 























BIOGRAFI MAX WEBER, PEMIKIRAN MAX WEBER, TEORI BIROKRASI 
PATOLOGI MAX WEBER 
A. BIOGRAFI MAX WEBER 
Karl Emil Maximilian Weber, atau yang lebih populer dengan panggilan Max 
Weber lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864, berasal dari keluarga kelas menengah. 
Ayahnya seorang birokrat yang kedudukan politiknya relatif penting, dan menjadi 
bagian dari kekuasaan politik yang mapan dan sebagai akibatnya menjauhkan diri dari 
setiap aktivitas dan idealisme yang memerlukan pengorbanan pribadi atau yang dapat 
menimbulkan ancaman terhadap kedudukannya dalam sistem. Ia bertolak belakang 
dengan istrinya. Ibunya Max Weber adalah seorang Calvinis yang taat, wanita yang 




Karena tak mungkin menyamakan diri terhadap pembawaan orang tuanya yang 
bertolak belakang itu, mula-mula Weber memilih orientasi hidup ayahnya, tetapi 
kemudian tertarik makin mendekati orientasi hidup ibunya, Apa pun pilihannya, 
ketegangan yang dihasilkan  oleh kebutuhan memilih antara  pola yang berlawanan itu 
berpengaruh negatif terhadap kejiwaan Weber. Ketika umur 18 tahun Weber belajar di 
Universitas Heidelberg hingga menjadi ahli hukum seperti ayahnya, setelah kuliah tiga 
semester, Weber meninggalkan Heidelberg untuk dinas militer dan tahun 1884 ia 
kembali ke Berlin dan kuliah di Universitas Berlin selama delapan tahun hingga meraih 
gelar doktor. Sejak kematian Ayahnya ia mengalami kesakitan selama enam hingga 
tujuh tahun. Pada tahun 1903 barulah ia menyadari bahwa kehidupannya adalah sebagai 
seorang akademisi hingga ia  menerbitkan buku yang berjudul  The Protestan Ethic and 
The Spirit of Capital (Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme) sebagai karya yang 
diilhami oleh sikap ibunya yang sangat asketik. Sejak saat itulah Weber tertarik kepada 
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Meski terus di ganggu oleh masalah psikologis, setelah 1904 Weber mampu 
memproduksi beberapa karya yang sangat penting Ia menerbitkan hasil studinya 
tentang agama dunia dalam perspektif sejarah dunia misalnya Cina, India, dan agama 
Yahudi Kuno. Menjelang kematiannya pada tanggal 14 Juni tahun 1920 ia menulis 
karya yang sangat penting. Economy and Society (Ekonomi dan Masyarakat) .  Meski 
buku ini diterbitkan, dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, namun 
sesungguhnya karyanya belum selesai.  
Selain menulis berjilid-jilid buku dalam periode ini, Weber pun melakukan 
sejumlah kegiatan lain. Ia membantu mendirikan German Sociological Society pada 
tahun 1910. Rumahnya dijadikan pusat pertemuan pakar berbagai cabang ilmu 
termasuk sosiologi seperti Georg Simmel, Robert Michels, dan saudara kandungnya, 
Alfred, maupun filsuf politik dan menulis tentang masalah politik di masa itu.  
Ada ketegangan dalam kehidupan Weber dan, yang lebih penting dalam 
karyannya, antara pemikiran birokratis seperti yang dicerminkan oleh ayahnya dan rasa 




Weber mengecap berbagai pendidikan antara lain ekonomi, sejarah, hukum, 
filosofi, dan teologi. Ia meraih gelar doctor dalam studi organisasi dagang Abad 
pertengahan. Ia diangkat jadi guru besar dalam studi sejarah agrarian romawi di Berlin 
serta menjadi guru besar ekonomi di Freiburg dan di Heidelberg.
19
 
Untuk  mengidentifikasi sejumlah sumber teori Weberian, antara lain sejarawan, 
filsuf, ekonom, dan teoretisi politik Jerman. Immanuel Kant adalah tokoh yang paling 
besar pengaruhnya terhadap Weber. Namun kita juga tidak boleh meremehkan 
pengaruh Friedrich Nietzsche terhadap karya Weber tentang kebutuhan individu untuk 
bertahan terhadap pengaruh birokrasi dan struktur masyarakat modern yang lain.  
Yang disukai dari Weber adalah cara ia menyajikan pendapatnya. Ia 
menghabiskan sebagian besar usianya untuk mempelajari sejarah secara perinci dan 
kesimpulan politis yang dibuatnya selalu dalam konteks risetnya. Karena itu 
kesimpulan yang disajikan sangat ilmiah dan akademis. Marx, meski juga banyak 
melakukakan riset serius, menulis banyak materi yang mengundang polemik. Juga 
kebanyakan karya akademisnya dengan pertimbangan politis. Misalnya, dalam The 
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Capital ia melukiskan kapitalis sebagai vampir dan serigala rakus. Gaya Weber yang 
lebih akademis membantu membuatnya lebih dapat diterima oleh sosiolog selanjutnya. 
Weber diberi peran sebagai advokat yang antusias untuk birokrasi ilmu 
pengetahuan bebas nilai, dan menguatnya rasionalisai. Sejak semula hingga akhir, 
Weber memiliki sikap politik. Weber muda adalah seorang peneliti aktif mengenai 
kebijakan sosial dan kondisi kaum buruh, Weber yang lebih akhir melakukan riset 
mengenai psikofisika dalam kerja industrial, Weber mengambil posisi menentang 
utilitarianisme atau kultus terhadap manfaat utility, yang hendak menggantikan segala 
pertimbangan mengenai kualitas dengan perhitungan kuantitas. Weber menganggap 
rasionalisasi sebagai proses yang tidak mungkin ditawar, tetapi sifatnya ambiyalen. 
Sebagaimana ia nyatakan kemudian, warga modernitas memerlukan birokrasi, keadilan 
legalitas dan administrasi, namun kesemuanya itu, pada gilirannya menguasai kita.
20
  
Weber juga bekerja menurut tradisi filsafat yang juga membentuk karya 
sosiolog yang kemudian. Weber berkarya menurut tradisi filsafat Kant yang antara lain 
berarti bahwa ia cenderung berpikir dalam hubungan sebab akibat. Cara berpikir ini 
lebih dapat diterima oleh sosiolog yang kemudian, yang sebagian besar tak akrab dan 
tak menyenangi logika dialektika yang ditunjukkan karya Marx. 
Kebanyakan karya besar Weber dihasilkan di penghujung 1800-an dan awal 
1900-an. Di awal kariernya Weber lebih dikenal sebagai sejarawan yang memusatkan 
perhatian pada masalah sosiologi, tetapi pada awal 1900, fokusnya menjadi lebih 
sosiologis. Memang ia menjadi sosiolog Jerman yang dominan pada zamannya. 
Dalam kurun waktu 50 tahun sejak Weber menulis, banyak yang sudah terjadi di 
dalam situasi keagamaan Kristen itu sendiri. Tiga iman yang awalnya dominan di 
masyarakat Amerika telah terintegrasi menjadi satu sistem sosial kegamaan tunggal, 
sebuah perkembangan yang di akhir abad ke-19 tidak ada gejalnya. Sistem ini telah 
berkembang di bawah kepemimpinan historis Protestanisme liberal Amerika meski 
tetap banyak melibatkan pemodifikasian ketiga iman dominan tersebut.
21
 
Pada usia 56 tahun Max Weber meninggal dunia di Munich pada tahun 1920. 
Pada akhirnya dia tidak mampu menyelesaikan revisi akhir dari karya-karyanya, 
sebagian disebabkan oleh penyakit menahun yang dideritanya dan telah memaksanya 
menjalani hidup sebagai seorang yang cacat, sebagian lagi karena skala yang begitu 
besar dari apa yang dikerjakan. Koleksi karya-karyanya banyak diterbitkan setelah 
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kematiannya. Karyanya yang paling akhir, yang disusun berdasarkan pada catatan-
catatan perkuliahan yang ditulis oleh para mahasiswanya di Munich, telah terbit dalam 




B. PEMIKIRAN MAX WEBER 
1. Pengertian Birokrasi 
Kata birokrasi berasal dari kata bureau yang berarti kantor atau meja, krasi 
berasal dari kata kratia yang berarti pemerintah. Maka birokrasi secara utuhnya 
berarti: pelaksanaan perintah-perintah secara organisatoris yang harus dilaksanakan 
sedemikian rupa secara sepenuhnya pada pelaksanaan pemerintah melalui Instansi-
instansi atau kantor-kantor. 
Pejabat adalah pemegang kekuasaan yang tugasnya memerintah. Weber tidak 
pernah menjalankan kekuasaan ini sekehendak hatinya. Dia menjalankannya 
sebagai seseorang pengawas bagi institusi wajib dan impersonal. Institusi ini 
merupakan pola kehidupan spesifik dari pluralitas manusia, pasti atau tidak pasti, 
yang bahkan ditetapkan menurut berbagai peraturan. Pola kehidupan bersama 
mereka secara normatif diatur oleh regulasi undang-undang.
23
 
Organisasi-organisasi industri rasional, yang sangat umum bukan hanya 
merupakan kesempatan-kesempatan spekulatif untuk mendapatkan keuntungan 
secara politis maupun irasional, bagaimanapun satu-satunya keunikan dari 
kapitalisme Barat. Organisasi-organisasi rasional modern dari usaha-usaha 
kapitalistik tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya dua faktor penting dalam 
perkembangannya, suatu pemisahan ruang tempat kerja dari tempat tinggal juga ada 
di tempat-tempat lain. Sebab tanpa organisasi pekerja kapitalistis rasional sajauh hal 
itu memungkinkan tidak akan mempunyai signifikansi yang sama, dan terutama 
bagi struktur sosial dan seluruh masalah-masalah yang spesifik dari dunia Barat 
modern yang dihubungkan dengan hal itu. Kalkulasi pasti merupakan dasar dari 
segala sesuatu yang lainnya hanya mungkin terjadi pada basis pekerja bebas.  
Secara spesifik irasional, seperti banyak adanya rasionalisasi dari kehidupan 
ekonomi, teknik, penelitian ilmiah, atau pelatihan militer, hukum dan administasi. 
Masing-masing bisa dirasionalisasikan dalam pengertian nilai-nilai dan tujuan-
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tujuan pokok yang beda, dan apa yang rasional dari satu sudut pandang tertentu bisa 
berarti irasional dari sudut pandang yang lain. Oleh karena itu, rasionalisasi dari 
karakter yang paling beraneka sudah ada pada bagian-bagian kehidupan yang 
beraneka ragam dan dalam seluruh wilayah kebudayaan. Untuk menggolongkan 
perbedaan-perbedaan itu sudut pandang sejarah manusia, perlulah untuk mengetahui 
bagian-bagian apa yang dirasionalisasikan dan dalam arah mana.
24
 
Menurut Max Weber dalam The Theory of Social and Economic Organization 
(Teori Organisasi Sosial dan Ekonomi) sebagai seorang pelopor terkemuka 
pengembang teori birokrasi telah menampakkan dengan nyata tentang perilaku 
sosial yang berkaitan dengan birokrasi tersebut, yang tujuanya bersifat teknis dan 
mengidentifikasi sifat-sifat dasar khusus bentuk yang formal, antara lain:  
a. Kegiatan reguler yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi dengan 
dukungan distribusi tugas-tugas resmi yang dipertanggungjawabkan secara 
kokoh kepada para oficialnya; 
b. Organisasinya mengikuti prinsip-prinsip hirarki; 
c. Operasi-operasinya terencana dengan baik, dilakukan harus secara teratur 
yang diatur oleh sistem yang konsisten dari peraturan-peraturan abstrak 
untuk diterapkan pada kasus individual; 
d. Para petugas yang ideal akibatnya melakukan kerja secara formalitas, 
seakan-akantidak mempunyai kepribadian tanpa emosi; 
e. Pengangkatan pegawai dalam organisasi tersebut didasarkan atas kaulifikasi 
teknis dan tidak mudah terkena pemutusan hubungan kerja yang sewenang-
wenang 
f. Ditinjau dari sudut pandang teknis yang murni, birokrasi pada umumnya 
memiliki tingkat dayahasil 
g.  tertinggi.25 
Weber menemukan administrasi organisasi tradisional tidak efisien, boros, 
dan tidak rasional. Oleh karena itu, Weber mengusulkan suatau tipe ideal untuk 
administrasi organisasi  birokrasi  agar mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas 
yang lebih tinggi yang dilandasi pada tindakan legal-rasional.  
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Adapun tipe ideal birokrasi modern yang diusulkan oleh Weber memiliki 
karakteristik sebagai berikut: 
a. Berbagai aktivitas reguler yang diperlukan unuk pencapaian tujuan-
tujuan organisasi yang didistribusikan dengan suatu cara yang baku 
sebagai kewajiban-kewajiban resmi.  
b. Organisasi kantor-kantor mengikuti prinsip hierarki, yaitu setiap kantor 
yang lebih rendah berada di bawah kontrol dan pengawasan yang lebih 
tinggi. 
c. Operasi-operasi birokratis diselenggarakan “melalui suatu sistem kaidah 
abstrak yang konsisten dan terdiri atas penerapan kaidah-kaidah ini 
terhadap kasus-kasus spesifik‟‟. 
d. Pejabat yang ideal menjalankan kantornya berdasarkan impersonalitas 
formalistik, tanpa kebencian atau kegairahan, dan karenannya tanpa 
antusiasme atau afeksi”. 
e. Perekrutan dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi-
kualifikasi teknis dan yang terhindar dari tindakan pemecatan yang 
sewenang-wenang. Ada satu sistem promosi berdasarkan senoritas atau 
prestasi atau menurut kedua-duanya. 
f. Tipe organisasi administrasi yang murni birokratis, dalam arti teknis 
murni, mampu mencapai tingkat efisiensi yang paling tinggi. 
26
 
Menurut Priyo Budi Santoso pengertian birokrasi adalah keseluruhan 
organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai 
unit organisasi pemerintah di bawah dipartemen dan lembaga-lembaga non 
departemen, baik di pusat maupun di daerah. Schmoller melihat bahwa birokrasi 
selalu berkecenderungan ke arah penyimpangan patologis suatu sifat yang masih 
dapat diobati  dari jalan normal administrasi yang sehat.
27
 
Umer Chapra menjelaskan bahwa apa yang saat ini dialami oleh sebagian 
besar negara sedang berkembang adalah sistem pemerintahan yang inkonsisten 
terhadap pembangunan negara tersebut, sehingga pembangunan daerah tersebut 
tersendat bahkan tertinggal jauh. Fenomena yang banyak terjadi dalam sebuah 
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negara dalam mendatangkan kemakmuran bangsanya melalui investasi karena 
urusan birokrasi yang terlalu bertele-tele dan tidak profesional.  
Hal ini menjadi hal yang diabaikan oleh pemerintah, di sisi lain 
pemerintah terlalu fokus kepada tujuan-tujuanya yang bersifat materialisme. 
Sehingga kontrol, reformasi pada birokrasi tidak pernah disentuh. Islam 




Islam hadir sebagai jalan kehidupan yang adil dan benar, sesuai dengan 
surat An-Nahl ayat 89 : 
                        
                              
         
Artinya : (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap 
umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan 
kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami 
turunkan kepadamu Al-kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala 




a. Prinsip-Prinsip Birokrasi  
Teori birokrasi dari sosiolog terkemuka Max Weber dipercaya oleh 
sebagian besar politik-pemerintahan sebagai salah satu teori birokrasi utama 
yang berpengaruh terhadap pembentukan semua organ birokrasi hampir setiap 
negara pada saat ini. Gagasan-gagasan Weber tentang birokrasi rasional dianut 
oleh hampir sebagian besar pemerintahan, baik yang demokratis maupun 
otoriter.  
Weber memandang bahwa fenomena birokrasi dapat dilihat dalam 
konteks teori social action. Menurut Weber, semua aktifitas manusia pada 
dasarnya digerakkan oleh maksud-maksud tertentu supaya  dapat imemahami 
dan menjelaskan suatu aksi atau aktifitas dan motivasi yang ada di belakang 
aktifitas itu harus pula dimengerti. Weber memiliki beberapa tipe aktifitas yang 
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dibedakannya, yakni: afektif, tradisional, nilai rasional, dan instrumental-
rasional. 
Afektif adalah tindakan atau aktifitas yang merupakan akibat dari luapan 
emosi individu dalam waktu-waktu tertentu. Luapan kemarahan dan kesedihan 
sebagai akibat dari penghinaan ataupun juga pelecehan fisik adalah contoh dari 
afektif. 
Tradisional adalah tindakan yang berdasarkan pada kebiasaan yang telah 
mapan. Manusia melakukan aktifitas dalam pola dan tata cara tertentu karena 
kebiasaan yang telah mendarah daging karena segala sesuatunya telah terbiasa 
dilakukan dalam tata cara itu. Dalam konteks ini, manusia sesungguhnya tidak 
begitu sadar mengapa dia melakukan tindakan itu, karena hanya digerakkan oleh 
kebiasaan belaka. 
Nilai rasional adalah aktifitas yang muncul dari adanya latar belakang 
susunan tata nilai yang jelas, dengan orientasi dan tujuan yang diyakini benar 
dan dapat dicapai mengerjakan perintah agama, loyalitas pada seseorang agar 
mendapat sesuatu, usaha mempercantik diri supaya disenangi banyak orang, 
belajar supaya pintar, dan berlatih supaya mahir, adalah contoh-contoh dari jenis 
nilai rasional. 
Instrumental-rasional merupakan tindakan yang dilatarbelakangi 
kesadaran oleh keinginan untuk mencapai tujuan secara jelas, dengan alat, 
kriteria, dan tata cara yang terukur secara pasti. Weber memandang bahwa 
kegiatan dalam sektor administrasi pemerintah, bisnis swasta, teknologi, iptek 
seni, pendidikan, dan bidang lainnya pada saat ini telah dan sedang mengalami 
proses industrialisasi atau kapitalisasi yang pada akhirnya berujung pada proses 
rasional. 
Fenomena birokrasi yang mulai muncul pada abad 18-19 seiring dengan 
proses industrialisasi yang hebat, adalah merupakan salah satu contoh yang 
menonjol dari proses rasionalisasi Aktifitas yang ada dalam pembentukan, 
pelayanan, pendelegasian, pembagian kerja, dan seterusnya yang ada dalam 
birokrasi semuanya didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Oleh karena 
itulah maka Weber mengemukakan konsepsi dengan apa yang disebutkan 
birokrasi rasional. 
Pada dasarnya Weber berpendapat bahwa birokrasi rasional adalah 





hukum, bukan karena sebab lain, seperti otoritas tradisional maupun otoritas 
kharismatik. 
30
 Dalam hal ini, Weber mengemukakan adanya tiga otoritas yakni: 
Tipe 1 : Otoritas Tradisional 
Yaitu otoritas yang bertumpu pada kepercayaan dan rasa hormat pada 
tradisi dan orang-orang yang mengemban pelaksanaan tradisi itu. Dalam otoritas 
tradisional, sang pemimpin mendapatkan hak-hak istimewa secara otomatis, 
dalam arti dia tidak membutuhkan legalitas formal dari para pengikutnya. 
Weber memberikan contoh otoritas dalam tipe ini dalam dua jenis, yakni model 
otoritas laki-laki dalam keluarga di mana dalam sistem ini, ayah sebagai kepala 
keluarga memiliki keabsahan untuk ditaati  oleh seluruh anggota keluarga. 
Otoritas tradisional yakni bahwa semua pemerintah mungkin dipatuhi karena 
adanya rasa hormat terhadap pola-pola tatanan lama yang telah mapan. 
Tipe 2 : Otoritas Kharismatis 
 Otoritas yang bertumpu pada keyakinan terhadap pengabdian, 
kepahlawanan, jasa dan kemampuan luar biasa dari seseorang. Ketaatan dalam 
otoritas ini biasannya bersifat mutlak, dalam arti apapun yang dilakukan sang 
panutan atau pemimpin selalu akan dianggap benar oleh para pengikutnya.  
Weber mengatakan otoritas karismatik adalah suatu kepatuhan yang 
dibenarkan karena orang yang memberikan tatanan memiliki beberapa kesucian 
atau semua karakteristik yang dikenal. 
Tipe 3 : Otoritas Legal Rasional 
 Otoritas yang berdasarkan pada keyakinan yang diciptakan secara 
rasional dan juga pada kewenangan seseorang yang melaksanakan tata hukum 
itu sesuai prosedur yang ditetapkan. Ketaatan dalam otoritas ini bersifat 
impersonal tidak berkenaan dengan pribadi. Sebagai suatu contoh, oleh seluruh 
pegawai negeri sipil (PNS) di suatu pemerintahan derah karena aturan 
perundangan. Apa bila masa jabatannya berakhir, maka berakhir pula 
kewenangan yang dimilikinya. Otoritas legal, yakni manusia mungkin percaya 
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bahwa seseorang yang memberikan tatanan adalah berbuat sesuai dengan tugas-




Kategori ketiga ini berdiri rasional, dan merupakan tipe otoritas yang 
menandai organisasi modern, yang berkaitan dengan membesarnya staf 
administrasi birokratis. Pada titik inilah konsep birokrasi menjadi relevan di 
antara kategori-kategori analisis organisasi. Konsep birokrasi pun dimasukkan 
ke dalam bidang konseptual yang telah didefinisikan secara tajam tentu saja 
sebagai bagian dari suatu skema konsep yang lebih umum bagi analisis aksi 
sosial, yang di dalamnya mencakup pula perbedaan-perbedaan yang lebih 
khusus, yang dalam konteks ini terlalu panjang untuk dikemukakan. 
Dalam tinjauan skematis tentang bidang konseptual itu, dapat dibedakan 
menjadi tiga kelompok konsep. Pertama, konsep-konsep yang membedakan 
antara status-status yang berbeda dalam organisasi, seperti kepemimpinan, staf 
administrasi dan keanggotaan umum. Kedua, konsep-konsep yang membantu 
merinci hubungan antara status-status itu, seperti tatanan administrasi, otoritas 
dan legitimasi. Dan,ketiga, gagasan tentang karisma, tradisi dan legalitas, yang 




Sebagaimana disinggung di atas, otoritas legal, menurut Weber, menjadi 
dasar adanya birokrasi rasional yakni lembaga birokrasi yang berasas pada 
norma-norma yang tercipta secara sadar dan rasional menurut tertib hukum serta 
berfungsi sesuai dengan tujuan sarana yang ada. Agar tercipta otoritas legal, 
Weber menguraikan 5 (lima)  keyakinan dasar, yakni: 
1. Undang-undang/peraturan  dapat diciptakan, dan menuntut 
kepatuhan dari anggota suatu organisasi/komunitas. 
2. Hukum adalah sistem aturan yang abstraks, untuk dapat 
melaksanakannya diperlukan administrasi yang mengurus aturan-
aturan itu dalam batasan-batasan hukum itu. 
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3. Orang yang menjalankan otoritas itu menaati tatanan yang 
impersonal ( memisahkan kepentingan tugas dengan pribadi). 
4. Orang menaati hukum adalah karena mereka merupakan anggota 
komunitas/organisasi bukan karena sebab lain. 
5. Keputusan tidaklah untuk orang yang memegang otoritas, melainkan 
untuk tatanan hukum yang impersonal yang telah memberikan 
wewenang kepada orang itu. 
Peraturan birokratis tidak berlaku dan bukan hanya ragam otoritas legal, 
tapi juga yang paling murni. Negara modern dan pejabat kota, pendeta Katolik 
modern dan pendeta istimewa, pejabat dan pekerja bank-bank modern dan 




Berdasarkan konsepsi keabsahan yang ada maka Max Weber merumuskan 
8 (delapan) dalil otoritas legal, yakni: 
1. Tugas-tugas pejabat diorganisasikan atas dasar yang diatur dan 
berkelanjutan.  
2. Tugas dibagi dalam tahap-tahap yang berbeda dari segi fungsional 
yang masing-masing dilengkapi kewenangan (otoritas) dan sanksi 
yang sesuai dengan tingkatannya. 
3. Jabatan-jabatan diatur secara hierarkis. 
4. Aturan-aturan yang mengatur pekerjaan bisa bersifat teknis maupun 
legal.  
5. Sumber-sumber institusi (fasilitas, kewenangan) dibedakan dengan 
sumber-sumber individu secara pribadi.  
6. Pemegang jabatan tidak dapat mengambil jabatannya sebagai milik 
pribadi. 
7. Administrasi didasarkan pada dokumen tertulis. 
8. Sistem kekuasaan legal dapat memiliki banyak bentuk, tetapi bentuk 
yang paling murni adalah staf administratif birokratis. 
34
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Point kedelapan inilah yang menjadi dasar birokrasi ala Weber, di mana 
kekuasaan dimanifestasikan melalui perangkat staf administrasi dengan 
batasan-batasan spesifik, yakni: 
Pertama, para staf administrasi secara pribadi adalah bebas, dalam 
arti mereka hanya menjalankan tugas-tugas apabila diberikan 
tanggungjawab dan wewenang oleh peraturan. Dengan demikian, para 
pejabat hanya dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah 
ditentukan saja, juga tidak dapat diperintah di luar bidang tugasnya. 
Ketaatan kepada atasan adalah karena semata-mata menaati ketentuan 
yang ada dalam peraturan. 
Kedua, terdapat hierarki jabatan yang jelas. Pada masing-masing 
hierarki itu melekat tugas, tanggungjawab dan kewenangan yang sesuai 
dengan tingkatannya. Pekerjaan besar organisasi diperinci ke dalam unit-
unit yang memiliki spesialisasi di bidang-bidang tertentu saja. 
Ketiga, fungsi-fungsi dalam masing-masing jabatan itu diperinci 
dengan jelas. Jadi ada yang menjadi tugas pokok dari masing-masing 
posisi jabatan dalam birokrasi. 
Keempat, para pejabat birokrasi diangkat atas dasar kontrak. Dengan 
sistem ini, ada pembatasan periodisasi dan evaluasi masa jabatan.  
Kelima, para pegawai/pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi 
profesional. Mereka direkrut semata-mata berdasarkan pertimbangan 
akan kemampuan mereka dalam memberikan kontribusi dalam usaha 
mewujudkan pencapaian tujuan organisasi. 
Keenam, para pejabat digaji dan diberi pensiun  sesuai kedudukan 
mereka dalam hierarki. Akan tetapi, pos jabatan tersebut tidak bersifat 
permanen-dalam keadaan tertentu, pekerjaan tersebut dapat diakhiri.  
Ketujuh, pekerjaan pejabat adalah pekerjaan satu-satunya dan utama. 
Dengan demikian, para pejabat tidak diperkenankan memiliki rangkap 





Kedelapan, ada struktur karier yang memungkinkan kenaikan 
pangkat baik melalui senioritas, prestasi, atau penilaiaan lain sesuai 
kebutuhan atasan.  
Kesembilan, pejabat tidak dapat mengambil kedudukannya sebagai 
milik pribadi, begitupun sumber-sumber yang melekat pada jabatannya 
itu (fasilitas, anggaran, atau wewenang). Dengan demikian harus ada 
impersonalitas jabatan (pemisahan urusan pribadi dan dinas) dalam 
birokrasi.  
Kesepuluh, pejabat tunduk pada suatu pengendalian yang 
dipersatukan oleh sistem yang disipliner. 
Weber beranggapan bahwa birokrasi rasional memiliki seperangkat ciri 
ketetapan, kesinambungan, disiplin, kekerasan, keajegan yang dapat 
menjadikannya secara teknis sehingga organisasi dapat memuaskan baik 
pemegang otoritas dan juga bagi kelompok kepentingan yang lain. Birokrasi 
model Weber masih mendominasi model birokrasi saat ini. Hal ini terlihat dari 
aktivitas di kantor-kantor, maupun seluruh kegiatan pemerintahan baik di 
tingkat pusat maupun tingkat daerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, 
kecamatan, maupun desa atau kelurahan.
35
 
Meskipun Weber mengakui adanya sisi baik dari birokrasi rasional, dia 
juga mengkhawatirkan kemungkinan munculnya efek negatif dari eksistensi 
birokrasi rasional. Dia melihat bahwa sistem kontrol yang hierarkis akan 
mengakibatkan pembatasan kebebasan manusia. Keseragaman dalam tindakan 
dan prosedur yang rasional dari birokrasi akan dapat menghambat spontanitas, 
kreativitas, dan inisiatif individu, sehingga manusia akan berbeda pada situasi 
yang dia sebut sebagai sangkar besi. 
Disamping itu, Weber juga mengkhawatirkan aktivitas dan loyalitas 
yang didasarkan pada formalitas peraturan yang bersifat impersonal akan 
mengakibatkan manusia menjalankan tugas tidak dengan sepenuh hati, tanpa 
penghayatan yang baik, serta memproduksi pegawai yang tanpa motivasi. Yang 
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lebih mengkhawatirkan lagi adalah, pada masa krisis, sistem birokrasi rasional 
tidaklah efektif. Birokrat rasional ditraining untuk mengikuti prosedur, perintah, 
dan menyelenggarakan tugas-tugas rutin daripada mengambil inisiatif untuk 
merespon terjadinya krisis dan perubahan. Dengan demikian, apabila krisis 
terjadi pada masyarakat, di mana peraturan yang ada mungkin tidak sesuai lagi, 
kondisi tidak dapat diprediksi, dan fasilitas kerja tidak dapat digunakan, 




Tipe ini adalah konstruksi abstrak; dalam kasus-kasus nyata tidak ada 
yang eksis dalam bentuknya yang murni. Tetapi fakta bahwa tipe-tipe itu tidak 
di temukan dalam kasus konkret, kata Weber, bukanlah merupakan keberatan 
yang sah untuk melakukan formulasi konseptual dalam bentuk yang setajam 
mungkin analisis dengan menggunakan tipe-tipe sosiologis ini, dibandingkan 
dengan penyelidikan historis empiris murni, mempunyai kelebihan tertentu yang 
tidak boleh di abaikan. Otoritas rasional atau legal terletak pada keyakinan 
dalam aturan-aturan atau norma-norma impersonal dan dalam hak orang-orang 
yang meraih kekuasaan di bawah aturan-aturan ini untuk membuat keputusan. 
37
 
Apa yang disebut  tipe ideal merupakan intisari dari kategori subyektif 
Weber, tipe-tipe ini merupakan konstruksi mental yang di bentuk dengan asumsi 
bahwa jika orang mempunyai modal ideal yang menunjukkan perilaku rasional 





Demikian juga, kalau prosentase jumlah pejabat yang menduduki pos-
pos penting pemerintahan tak bisa beranjak dari penyakit birokrasi berupa 
perilaku korup dan in-capabilitas mereka untuk menjadi pelayan masyarakat 
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yang baik, apabila penyakit birokratisme menyeruak di hampir semua sektor 
pelayanan publik, maka ia bisa menjadi penyebab negara yang birokratik.
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Menurut Weber tipe ideal birokrasi itu ingin menjelaskan bahwa suatu 
birokrasi atas administrasi itu mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana 
semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Dilakukan dalam cara-
cara sebagai berikut: 
1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya 
manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam 
jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunaan jabatannya  untuk keperluan 
dan kepentingan pribadnya termasuk keluarganya.  
2.  Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah 
dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada 
pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. 
3.  Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik 
berbeda satu sama lainnya. 
4.  Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Masing-
masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung 
jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak. 
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya 
hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetetif. 
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun 
sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat 
bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai 
dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam eadaan tertentu. 
7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi 
berdasarkan senioritas dan sesuai dengan pertimbangan yang objektif. 
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan 
instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. 
9.  Setiap pejabat di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang 
dijalankan secara disiplin.  
Dalam butir-butir tipe ideal tersebut tidak semuanya bisa diterapkan dalam 
kondisi tertentu oleh suatu jenis pemerintahan tertentu. Penekaan Weber 
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terhadap rasionalitas dan efisiensi sebenarnya bisa dilacak dari kondisi sosial 
budaya yang melatarbelakangi kehidupan Max Weber pada saat itu. Dengan 
demikian ukuran rasionalitas dan efesiensi amat berbeda dengan kriteria untuk 




Weber melihat birokrasi dan proses historis birokrasi sebagai contoh 
klasik rasionalisasi, tetapi mungkin contoh terbaik rasionalisasi dewasa ini 
adalah restoran cepat saji. Restoran cepat saji  Fast-Food adalah sistem rasional 
formal di mana seseorang pekerja dan pelanggan digiring untuk mencari cara 
paling rasional dalam mencapai tujuan. Mendorong makanan melalui jendela, 
misalnya, adalah cara rasional karena dengan cara demikian pelayanan dapat 
menyodorkan dan pelanggan memperoleh makanan secara cepat dan efisien. 
Kecepatan dan efisiensi didiktekan oleh restoran cepat saji dan aturan 
operasionalnya. 
Weber memasukkan diskusinya mengenai proses birokratisasi kedalam 
diskusi yang lebih luas tentang  lembaga politik. Ia membedakan antara tiga 
jenis sistem otoritas-tradisional,karismatik, dan rasional-legal. Sistem otoritas 
rasional-legal hanya dapat berkembang dalam masyarakat Barat Modern dan 
hanya dalam sistem otoritas rasional-legal itulah birokrasi Modern dapat 
berkembang penuh. Masyarakat lain di dunia tetap didominasi oleh sistem 
otoritas tradisional atau karismatik yang umumnya merintangi perkembangan 
sistem hukum rasional dan birokrasi modern. Singkatnya, sistem otoritas 
tradisional berasal dari sistem kepercayaan di zaman kuno, Contohnya adalah 
seseorang pemimpin yang berkuasa karena garis keluarga atau sukunya selalu 
merupakan pemimpin kelompok.   
Pemimpin karismatik mendapatkan otoritasnya dari kemampuan atau ciri-
ciri luar buasa, atau mungkin dari keyakinan pihak pengikut bahwa pemimpin 
itu memang mempunyai ciri-ciri seperti itu. Meski kedua jenis otoritas itu 
mempunyai arti penting di masa lalu, Weber yakin bahwa masyarakat Barat, dan 
akhirnya masyarakat lainnya, cenderung akan berkembang menuju sistem 
otoritas rasional-legal. Dalam sistem otoritas semacam ini, otoritas berasal dari 
peraturan yang diberlakukan secara hukum dan rasional. Jadi, Presiden Amerika 
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Meskipun Max Weber diakui sebagai peletak awal organisasi yang efektif 
dan efesien dengan ciri-ciri rasional, hierarkhi, span of control dan spesialisasi, 
namun konsep organisasi publik yang weberian masih harus diredifinisi. Karena 
di Indonesia seringkali terjadi transplantasi ide-ide dan konsep-konsep birokrasi 





Kapitalisme rasional adalah suatu bentukan yang memiliki akuntasi 
kapital, yaitu suatu bentukan yang berusaha memastikan aset-aset penghasil 
pendapatannya, keuntungganya dan ongkos-ongkosnya melalui kalkulasi 
menurut metode-metode pembukuaan modern.
42
 
 Kapitalisme modern adalah hasil akhir dari proses rasionalisasi, yang 
berakar dalam pengaruh historis dari tradisi intelektual spesifik. Dalam 
pandangan Weber, peranan pemimpin agama dalam mempromosikan berbagai 
macam ide dan orientasi pada berbagai masyarakat itu sangat penting. Upaya 
untuk mengembangkan efisiensi teknis, apa pun biaya non-materi yang 
dikeluarkan, adalah tak terhindarkan dalam kapitalisme industri modern, meski 
dalam administrasi birokrasi ia mencapai titik puncak, namun pada saat yang 
sama menempatkan kemanusiaan pada titik rendah. Weber mengusulkan untuk 
menyerahkan diri manusia kepada kandang besi birokrasi dan kegelapan malam 
yang beku di daerah kutub  yang diciptakan modernitas. Bagi Weber, 




Dalam studi sejarah bercakupan luas, Weber berupaya memahami 
mengapa sistem ekonomi rasional kapitalisme berkembang di Barat dan 
mengapa gagal berkembang di masyarakat lain di luar masyarakat Barat. Dalam 
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studi ini Weber mengakui peran sentral agama. Di satu tingkat, ia terlibat dialog 
dengan Marxis dalam upaya untuk menunjukkan bahwa, bertentangan dengan 
keyakinnan kebanyakan Marxis di masa itu, agama bukanlah sebuah 
epifenomena semata. Agama telah memainkan peran kunci dalam pertumbuhan 
kapitalisme Barat, tetapi sebaliknya gagal mengembangkan kapitalisme di 
masyarakat lain. Weber menegaskan bahwa sistem agama rasionallah 
Calvinisme  yang memainkan peran sentral dalam menumbuhkan kapitalisme 
Barat. Sebaliknya, di belahan dunia lain yang ia kaji, Weber menemukan sistem 
agama yang lebih irasional misalnya, Konfusianisme, Taoiesme, Hinduisme 




Kritik terhadap teori Weber ini menjadi salah satu referensi utama teori 
birokrasi, tetapi beberapa bagian dari pemikirannya mendapatkan kritikan yang 
cukup mendasar dari beberapa pihak. Pada prinsipnya kritikan terhadap 
pemikiran Weber ini terfokus pada hal-haal berikut: 
Pertama: tentang stuktur yang berjenjang  
  Struktur yang berjenjang di samping cenderung tidak efisien secara 
organisatoris karena banyaknya mata-rantai yang harus dilalui dalam 
pengambilan keputusan, juga berpotensi menimbulkan disorientasi pada pejabat 
birokrasi. Karena struktur, birokrat yang semestinya berorientasi pada 
masyarakat, tapi karena memiliki ketergantungan pada atasan dalam struktur, 
menyebabkan orientasi mereka bukan terfokus pada rakyat, melainkan semata-
mata pada bagaimana menyenangkan atasan sehingga laporan dan kerja mereka 
sebagian besar adalah Asal Bos Senang (ABS). Sedangkan persoalan apakah 
rakyat puas atau tidak terhadap kinerja dan pelayanan mereka, tidak terlalu 
dipikirkan. 
  Di samping itu, sebagaimana dikemukakan Robert Merton dalam 
bukunya, Bureaucratic Stucture and Personality (Struktur Birokrasi dan 
Kepribadian), pemikiran Weber tentang birokrasi yang berjenjang 
memungkinkan timbulnya ekslusivisme dan solidaritas kelompok di antara 
pejabat untuk mengamankan posisi masing-masing sehingga dapat 
menimbulkan konflik dengan warga negara, dan mengaburkan tujuan institusi. 
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Dalam konteks ini, sangat mungkin munculnya pertentangan abadi antara rakyat 
versus institusi birokrasi. 
  Hal lain dari efek negatif struktur yang berjenjang itu, sebagaimana 
dikemukakan Reinhard Bendix dalam buku Higher Civil Servants in America 
(Pegawai Negeri Sipil yang lebih tinggi di Amerika), para pejabat dalam teori 
Weber dapat selalu menghindar dari tanggungjawab terhadap apa yang 
dikerjakan karena alasan semata-mata menjalankan perintah atasan. Dalam 
sebuah struktur, seorang aparatur birokrasi melaksanakan tugas bukanlah karena 
perintah atasan. Dalam sebuah struktur, seorang aparatur birokrasi 
melaksanakan tugas bukanlah karena perintah atasan. Bila tugas itu tidak 
memuaskan rakyat, maka mereka tidak mau dipersalahkan, karena secara 
stuktural, mereka telah melakukan tugas sesuai dengan ketentuan formal yang 
ada. Kondisi demikian akan lebih parah terjadi apabila penilaian pegawai juga 
diserahkan sepenuhnya kepada atasan tanpa melibatkan penilaian masyarakat. 
Akibatnya kriteria untuk kinerja pegawai menjadi tidak rasional dan sehat dari 
aspek kedaulatan rakyat. Di banyak negara maju, kritik ini dipakai untuk 
melakukan reformasi penilaian kinerja birokrasi dengan melibatkan rakyat dan 
pengguna jasa dalam mengukur baik-tidaknya pelayanan birokrat, sehingga 
muncul instrumen seperti Indeks Kepusaan Pelanggan (IKP). 
Kedua: tentang spesialisasi unit  
  Sesuai dengan konsepsi Weber tentang birokrasi yang berstuktur, 
birokrasi akan memiliki unit-unit kerja yang bermacam-macam. Masing-masing 
unit yang ada dalam birokrasi memiliki tujuan dan tugas-tugas sendiri yang 
spesifik. Apabila tiap unit memiliki ego sendiri-sendiri, maka besar 
kemungkinan timbul sikap yang mementingkan unitnya sendiri. Hal ini dapat 
menyebabkan pelencengan pertentangan tujuan antar unit dalam suatu instansi, 
atau pertentangan tujuan institusi birokrasi secara umum tidak tercapai. Birokrat 
yang dilatih untuk bekerja ketat sesuai dengan peraturan itu. Oleh karena itu, di 
samping diajari untuk taat pada ketentuan formal, birokrasi juga harus diberi 
latihan, pengetahuan dan kewenangan untuk berinisiatif dan berinovasi, ketika 
peraturan yang ada mengalami kebuntuan untuk berhadapan dengan realitas 
yang berkembang. 





  Tipe birokrasi Weber dengan berbagai doktrin dan bentuknya, dipandang 
banyak pihak terlalu  mengadopsi sistem militer yang kaku. Sebagaimana kita 
ketahui, dalam sistem organisasi militer, pola operasional kinerja organisasi 
adalah memakai cara komando yang sifatnya instruksional dari atas ke tingkat 
yang lebih rendah dan akhirnya ke staf terendah.  Bawahan hanya menerima 
saja apa kehendak dan perintah atasan tanpa adanya ruang untuk mendiskusikan 
perintah itu.  
  Carl Friedrich mencatat bahwa konsep Weber yang meletakkan otoritas 
birokrasi agak mirip dengan tipe militer, cenderung tertutup pada pola 
konsultatif apalagi kooperatif. Akibatnya seorang pegawai/pejabat tidak dapat 
berkembang optimal dalam menjalankan tugasnya karena dia hanya menerima 
perintah. Ide dan pemikiran yang cemerlang dari para bawahan akan sulit 
diutarakan, terlebih diwujudkan, karena tidak ada mekanisme dan norma yang 
memungkinkan hal itu dapat dilaksanakan. 
  Prinsip ini juga sedikit banyak dipandang tidak sehat bagi 
pengembangan kepribadiaan pegawai, karena bertentangan dengan teori human 
motivation atau bahkan bertentangan dengan konsepsi rasionalitas yang 
dikemukakan Weber sendiri. 
Keempat : adanya penekanan aspek legalitas  
  Birokrasi Weber dinilai terlalu memberikan penekanan pada formalitas 
struktur.  Penekanan aspek formalitas ini sering menyebabkan birokrasi bekerja 
secara kaku dan kehilangan  esensi dalam setiap kinerja mereka. Yang 
terpenting bagi mereka dalam menjalankan tugas adalah secara formal sudah 
terpenuhi, sedangkan apakah hasil kerja mereka telah sesuai/memenuhi 
kebutuhan masyarakat sesungguhnya tidak menjadi pertimbangan utama. 
Kinerja yang demikian bukan saja menyebabkan ketidaktuntasan dalam 
menyelesaikan permasalahan, melainkan juga berpotensi untuk menimbulkan 
berbagai masalah baru di kemudian hari. 
  Pengalaman berbagai efek negatif dari praktik penekanan aspek legal ini 
banyak diperlihatkan oleh kinerja birokrasi kita pada masa orde baru. Berbagai 
kasus pembangunan yang dilaksanakan saat itu, secara formal dinyatakan 
selesai, tetapi esensi permasalahannya tidak pernah tuntas. Kasus-kasus 





Sumatera Utara, dan sebagainya menunjukkan bahwa pola penyelesaian secara 
formal hanya dapat dipertahankan selagi birokrasi 
 Memiliki kekuasaan yang otoriter. Akan tetapi, tatkala iklim demokratisasi 
muncul, dan aparat birokrasi tidak mungkin lagi menggunakan metode represif, 
maka gejolak masyarakat kembali mencuat, sehingga masalah tidak pernah 
selesai. 
  Birokrasi dalam wacana yang dikembangkan Weber yang dinilai terlalu 
mengedepankan formalitas juga dikhawatirkan menjadikan aparatur pemerintah 
akan bekerja seperti robot yang tak berpikir. Seorang hakim Jerman, Rudolf 
Smed menyatakan bahwa pementingan hukum formal akan mengakibatkan 
pegawai birokrasi semata-mata menjadi mesin pelaksanaan teknis. Seolah-olah 
para pejabat adalah makhluk tak bernyawa, padahal mereka adalah makhluk 
sosial yang berbudaya. Terlebih lagi formalitas yang berlebihan dapat 
menyebabkan birokrat bekerja tanpa adanya keleluasaan untuk berinovasi 
karena takut melanggar ketentuan formal. Padahal seringkali masalah yang 
dihadapi oleh para birokrat tidak tercakup dalam program dan ketentuan formal 
yang ada, sehingga hal esensial kadang justru tidak tertangani dengan baik. 
 Oleh karena itu, para pengkritik Weber menyatakan bahwa sungguh pun 
formalitas itu penting, perlu dikembangkan juga apa yang disebut dengan 
informal mechanism, yakni mekanisme atau tindakan non-formal yang dipakai 
untuk mengatasi prosedur formal. Menurut Chisholm tindakan demikian adalah 
sah dan bisa dipakai sebagai cara untuk mengatasi masalah sepanjang masih 
dalam koridor pencapaian tujuan dan dipertanggungjawabkan secara rasional. 
Birokrat yang melakukan tindakan bypass prosedur formal, sepanjang punya 
alasan yang kuat, tidak boleh dipersalahkan begitu saja, bahkan sebaiknya 
organisasi justru harus memberikan payung hukum terhadap tindakan yang 
demikian agar birokrat dapat bekerja secara inovatif.
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Dalam kaitanya dengan brokrasi, Weber menguraikan berbagai hal 
termasuk di dalamnya tentang karekteristik sebuah birokrasi yang ideal. 
Birokrasi selalu menjadi perhatian masyarakat, tiap kali mendengar kata 
birokrasi, langsung berpikir mengenai berbagai urusan prosedural penyelesaian 
surat-surat yang berkaitan dengan pemerintahan, padahal birokrasi ciptaan 
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Weber dapat terjadi bukan hanya pada organisasi pemerintah, tetapi juga 
organisasi non pemerintah. Birokrasi merupakan sistem untuk mengatur 




b. Konsep Tipe Ideal Birokrasi Max Weber 
Memahami upaya Max Weber dalam menciptakan model tipe ideal 
birokrasi perlu kiranya kita menghargai logika pendekatan yang dipergunakan 
dan pemikiran baru yang dikemukakannya yang mencerminkan keadaan. Tipe 
ideal merupakan konstruksi abstrak yang membantu kita memahami kehidupan 
sosial. Weber berpendapat bahwa tidak memungkinkan bagi kita memahai 
setiap gejala kehidupan yang ada secara keseluruhan. Adapun yang mampu kita 
lakukan hanyalah memahami sebagian dari gejala tersebut. Satu hal yang sangat 
penting ialah memahami mengapa birokrasi itu bisa diterapkan dalam kondisi 
organisasi tertentu, dan apa yang membedakan kondisi tersebut dengan kondisi 
organisasi lainnya.  
Menurut Weber tipe ideal itu bisa dipergunakan untuk membandingkan 
birokrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain di dunia ini. 
Perbedaan antara kejadian senyatanya dengan tipe ideal itulah justru yang amat 
penting untuk dikaji dan diteliti. Jika suatu birokrasi tidak bisa berfungsi dalam 
tipe ideal organisasi tertentu, maka bisa menarik suatu penjelasan mengapa hal 
tersebut bisa terjadi dan apa faktor–faktor yang membedakannya. Menurut Max 
Weber tipe ideal birokrasi itu ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau 
administrasi itu mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi 
dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Istilah rasional dengan segala aspek 
pemahamannya merupakan kunci dari konsep tipe ideal birokrasi Weberian.
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Yang dimaksudkan birokrasi ialah suatu badan administratif tentang 
pejabat yang diangkat. Patut diperhatikan, betapa dekat rumusan itu dengan 
konsep-konsep Michels dan Mosca. Seperti halnya keduanya, Weber juga 
memandang birokrasi birokrasi sebagai hubungan kolektif bagi golongan 
pejabat, suatu kelompok tertentu dan berbeda, yang pekerjaan dan pengaruhnya 
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dapat dilihat di semua jenis organisasi. Tetapi adalah juga benar, bahwa Weber 
menekankan pada ciri-ciri organisasional tertentu, khususnya pada prosedur 
pengangkatan pejabat tersebut. Ini berarti bahwa dalam konsep umum birokrasi 
Weber, di samping terdapat gagasan tentang kelompok, juga ada gagasan 
tentang bentuk-bentuk tindakan yang berbeda. Hal ini menjadikan konsep 
Weber lebih penting dari tipe birokrasi yang paling rasional.
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Weber memandang birokrasi rasional sebagai unsur pokok dalam proses 
rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses 
sosial. Proses rasionalisasi ini mencakup ketetapan dan kejelasan yang 
dikembangkan dalam prinsip-prinsip memimpin organisasi sosial. Ini tentunya 
memudahkan dan mendorong konseptualisasi ilmu sosial. Bantuan konseptual 
teori Weber tentang birokrasi terletak pada penjelasannya ketika mendiskusikan 
tipe rasional yang murni. 
Sesuai dengan teorinya bahwa keyakinan dalam legitimasi adalah dasar 
bagi hampir semua sistem otoritas, Weber mengemukakan lima keyakinan yang 
saling berkaitan dengan otoritas yang sah menjadi bergantung, bentuk 
ringkasnya adalah sebagai berikut. 
1. Bahwa penegakan peraturan  yang sah dapat menuntut kepatuhan dari 
para anggota organisasi. 
2. Bahwa hukum adalah suatu sistem aturan abstrak yang ditetapkan pada 
kasus-kasus tertentu, sedangkan administrasi mengurus kepentingan-
kepentingan organisasi yang ada dalam batas-batas hukum. 
3. Bahwa manusia yang menjalankan otoritas juga mematuhi tatanan 
impersonal tersebut. 
4. Bahwa hanya anggota yang taat  yang benar-benar mematuhi hukum. 
5. Bahwa kepatuhan seharusnya tidak ditujukan kepada individu yang 
memegang otoritas, melainkan kepada tatanan impersonal yang 
menjaminnya untuk menduduki jabatan itu. 
Berdasarkan konsepsi legitimasi, Weber kemudian merumuskan delapan 
proposisi tentang penyusunan sistem otoritas legal, yakni: 
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a. Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang 
berkesinambungan. 
b. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai 
dengan fungsi-fungsinya, yang masing-masing dilengkapi dengan 
syarat otoritas dan sanksi-sanksi. 
c. Jabatan-jabatan tersususn secara hirarkis, yang disertai dengan 
rincian hak-hak kontrol dan pengaduan. 
d. Aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara 
teknis maupun secara legal. Dalam kedua kasus tersebut, manusia 
yang terlatih menjadi diperlakukan. 
e. Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota 
sebagai individu pribadi. 
f. Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya. 
g. Administrasi didasarkan paa dokumen-dokumen tertulis dan hal ini 
cenderung menjadikan kantor sebagai pusat organisasi modern. 
h. Sistem-sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi 




Staf administrasif birokratis, sebagai birokrasi dalam bentuknya yang 
paling rasional, terlebih dahulu mempersyaratkan proposisi-proposisi tentang 
legitimasi dan otoritas, serta memiliki ciri-ciri tertentu berikut ini. 
1. Para staf anggota bersifat bebas secara pribadi, dalam arti hanya 
menjalankan tugas-tugas impersonal sesuai dengan jabatan mereka. 
2. Terdapat hirarki jabatan yang jelas. 
3. Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas. 
4. Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak. 
5. Para pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya 
didasarkan pada suatu diploma (ijazah) yang diperoleh melalui ujian. 
6. Para pejabat memiliki gaji dan biasanya juga dilengkapi hak-hak 
pensiun Gaji bersifat berjenjang menurut kedudukan dalam hirarki. 
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Pejabat dapat selalu menempati posnya, dan dalam keadaan-keadaan 
tertentu, pejabat juga dapat diperhentikan. 
7. Pos jabatan adalah lapangan kerja yang pokok bagi para pejabat. 
8. Suatu struktur karir dan promosi dimungkinkan atas dasar senioritas 
dan keahlian (merit), serta menurut pertimbangan keunggulan 
(superior). 
9. Pejabat sangat mungkin tidak sesuai dengan pos jabatannya maupun 
dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut. 
10. Pejabat tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam. 
Sepuluh ciri dari tipe birokrasi yang ideal, murni atau paling rasional 
yang diperkenalkan oleh Max Weber ini merupakan jenis staf administrasi yang 
seringkali diacukan pada sebutan pasangannya sebagai birokrasi. Masalah 
tersebut merupakan satu-satunya pernyataan terpenting dalam ilmu-ilmu sosial, 
yang memiliki pengaruh sangat besar. Ia tidak hanya menghapuskan bahan 
bacaan yang telah mendominasi tulisan Weber. Sebagai mana dimuat pada 
bagian terdahulu, dasar-dasar konseptualisasi Weber telah teruji. Pada bagian 




Walaupun sistem konsep telah begitu berkembang jauh, barangkali 
keliru untuk menyimpulkan bahwa Weber tidak tertarik pada persoalan 
tradisional tentang hubungan antara birokrasi dan demokrasi. Perbaikan analisa 
yang dilakukannya tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan masalah 
tersebut. Bahkan sebaliknya, perhatiannya terhadap masalah tersebut merupakan 
dorongan penting di balik minatnya terhadap birokrasi. Esainya yang terpenting 
dan terpanjang dalam memperbincangkan politik adalah karyanya yang berjudul 
Parliament and Government in The Newly Organized Germany (Parlemen dan 
Pemerintahan di Jerman yang Baru Diorganisir), terpusat pada masalah 
Beamten heeschaft di Jerman. Beamtenherrschaft adalah sesuatu yang 
menakutkan di luar birokrasi, dan itu telah terjadi dalam bentuk yang paling 
mengerikan tatkala Jerman berada di bawah kekuasaan Bismarck. Ia menilai 
bahwa Bismarck  telah melemahkan Jerman karena membiarkan para pejabat 
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menggunakan kedudukannya secara semena-mena dalam negara. Hasilnya 
adalah negara yang lemah secara politik, yang memiliki kelas-kelas non-
birokratik yang terkekang. 
Salah satu peraturan hukum Islam yang memberi dinamika baru bagi 
manusia dan peradaban. Selain memberikan iklim politik baru, hukum Islam 
juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti 
pengaruhnya. Bahkan dalam menjalankan kebijakan politiknya, hukum Islam 




Hukum Islam datang untuk mengembalikan kekuasaan Allah SWT yang 
telah dirampas manusia, menegakkan undang-undangnya menggatikan undang-
undang produk manusia. Untuk itulah Allah SWT mengirim Rasul-Rasulnya 
dengan misi menegakkan agama Allah SWT serta menenagkan di atas semua 
sistem yang ada. Apabila kita lihat perjuangan Rasulullah SAW, dalam 
menegakkan agama ini, akhirnya mencapai kekuasaan politik di madinah. 
Memperoleh kekuasaan politik adalah salah satu tujuan utama sebuah partai 
politik, jadi dapat dipahami bahwa dakwah Rasulullah SAW, termasuk di 
dalamnya adalah dakwah siyasah.  
Pada dasarnya hukum Islam sangat sosialis tidak menekan kepada 
pemeluknya, akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang 
memang bertujuan demi ketentraman umat manusia itu sendiri. Secara garis 
besar hukum Islam sudah mengatur dan berusaha mewujudkan kondisi Islam 
yang maslahah. Sebagaimana Allah SWT berfirman:  
                         
                                
            
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 
berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 
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Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. An-Nisa ayat 59). 
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Pokok permasalahan yang diajukan Weber ialah, bagaimana mencegah 
kecenderungan yang melekat dalam birokrasi, yakni akumulasi kekuasaan dari 
suatu kedudukan yang menontrol kebijakan dan tindakann organisasi yang harus 
dilayaninya. Atas pokok persoalan tersebut, Weber mempertimbangkan 
sejumlah besar mekanisme untuk membatasi lingkup sistem-sistem otoritas pada 
umumnya dan birokrasi pada khususnya. Mekanisme tersebut 
dikelompokkannya menjadi lima kategori pokok. 
1. Kolegitas. Perhatian Weber yang tercurah pada konsep kolegialitas 
memberi bukti yang berguna bahwa keseluruhan gagasannya tentang 
birokrasi dipengaruhi oleh teori administrasi Jerman abad ke-19. 
Baginya, birokrasi dalam arti bahwa masing-masing tahapan hirarki 
jabatan seseorang, dan hanya satu orang, memiliki tanggung jawab 
untuk mengambil suatu keputusan.seandainya benar bahwa setelah 
orang lain terlibat dalam keputusan itu, maka sejak itu prinsip 
kolegial terlaksana. Weber membedakan duabelas (12) bentuk 
kolegialitas, diantara yang termasuk dalam susunan semacam itu 
adalah seperti Konsultasi Romawi, Kabinet Inggris, berbagai senat 
dan parlemen. Weber menganggap bahwa kolegialitas akan selalu 
memiliki bagian penting yang berperan membatasi birokrasi. Akan 
tetapi, hal itu menjadi tidak terlalu menguntungkan bila dilihat dari 
kecepatan pengambilan keputusan dan pengurangan tanggung jawab. 
Ini artinya, bahwa tatkala berhadapan dengan prinsip monokratik, di 
mana pun juga, prinsip kolegialitas akan berkurang. 
2. Pemisahan Kekuasaan. Birokrasi mencakup pembagian tugas dalam 
lingkup fungsi yang secara relatif berbeda. Pemisahan kekuasaan 
berarti pembagian tanggung jawab terhadap fungsi yang sama antara 
dua badan atau lebih. Untuk mencapai suatu keputusan, 
bagaimanapun, memerlukan kompromi di antara badan-badan 
semacam itu. Sebagaimana ditunjukkan oleh Weber, perlunya aspek 
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kompromi tersebut bisa ditemui, misalnya, pada kesepakatan tentang 
anggaran yang dalam sejarahnya perlu dicapai antara Raja dan 
Parlemen Inggris. Weber mengganggap sistem seperti itu secara 
inheren bersifat tidak stabil. Salah satu di antara otoritas itu pun 
dibatasi agar diperolrh keunggulan. 
3. Administrasi Amatir. Apabila suatu pemerintah tidak menggaji para 
pegawai administratif, maka pemerintahan seperti itu akan menjadi 
tergantung pada orang-orang yang memiliki sumber-sumber yang 
memungkinkan mereka menghabiskan waktu dalam kegiatan tak 
bergaji. Orang-orang seperti itu pun harus memiliki penghargaan 
publik yang memadai untuk meraih kepercayaan umum. Sistem 
seperti ini tidak dapat diukur berdasarkan tuntutan akan keahlian 
yang diperlukan oleh masyarakat modern. Dan sepanjang para amatir 
dibantu para profesional, maka yang tersebut terakhir itulah yang 
sebenarnya selalu membuat keputusan. 
4. Demokrasi Langsung. Ada berapa kiat untuk memastikan bahwa 
para pejabat dibimbing langsung, dan dapat bertanggung jawab 
kepada suatu majelis. Masa jabatan yang singkat, pemilihan oleh 
sedikit orang, kemungkinan adanya recall, semuanya dimaksudkan 
untuk melayani tujuan tersebut. Hanya di dalam organisasi kecil, 
seperti dalam beberapa bentuk pemerintah lokal, terdapat metode 
yang layak bagi administrasi tersebut. Di sini juga dibutuhkan orang-
orang yang berkeahlian sebagai pembuat keputusan. 
5. Representasi (Perwakilan). Klaim seorang pemimpin untuk mewakili 
penganutnya bukanlah sesuatu yang baru. Para pemimpin, baik 
pemimpin karismatik maupun pemimpin tradisional, memiliki klaim 
semacam itu. Hal yang baru di negara modern adalah kehadiran 
badan-badan perwakilan kolegial, yang anggota-anggotanya dipilih 
melalui pemungutan suara dan bebas membuat keputusan, serta 
memegang otoritas bersama-sama dengan orang-orang yang telah 
memilih mereka. Sistem seperti itu tidak dapat dijelaskan kecuali 
dalam kaitannya dengan beroperasinya partai-partai politik. Mereka 





oleh Weber dilihat memiliki kemungkinan terbesar untuk mengawasi 
birokrasi. 
Dalam kaitanya dengan brokrasi, Weber menguraikan berbagai hal 
termasuk di dalamnya tentang karekteristik sebuah birokrasi yang ideal. 
Birokrasi selalu menjadi perhatian masyarakat, tiap kali mendengar kata 
birokrasi, langsung berpikir mengenai berbagai urusan prosedural penyelesaian 
surat-surat yang berkaitan dengan pemerintahan, padahal birokrasi ciptaan 
Weber dapat terjadi bukan hanya pada organisasi pemerintah, tetapi juga 
organisasi non pemerintah. Birokrasi merupakan sistem untuk mengatur 




Weber memandang parlemen bebas di negara modern sebagai komponen 
vital untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan kelompok yang berbeda yang 
dilahirkan ekonomi kapitalistis. Melalui sistem kepartaian tersebut, kelompok-
kelompok kepentingan dapat menemukan para pemimpin di majelis. Dan dalam 
perjuangan di parlemen, manusia yang benar-benar berkualitas dan yang layak 
memimpin dunia, dapat ditemukan. Weber berpendapat orang Jerman tidak 
menyadari bahwa parlemen Inggris berperan sebagai ajang latihan bagi para 
pemimpin politik. Patut dihormati antusiasme Weber terhadapat sistem 
perwakilan,lebih-lebih pada keyakinannya bahwa kejayaan suatu bangsa lebih 
bergantung pada ditemukannya pemimpin yang memiliki kemampuan 
ketimbang pada hal apa pun yang berkenaan dengan nilai-nilai demokrasi. 
Kesimpulan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Weber tidak memandang 
birokrasi partai-partai politik sebagai suatu pemerintahan perwakilan. 
Sebaiknya, dengan adanya kompleksitas administrasi partai modern, maka 
berarti bahwa para pemimpin partai dipersyaratkan mempunyai pengetahuan 
pokok tentang teknik-teknik administrasi modern sebelum mereka memasuki 
jabatan yang tinggi. Pemimpin partai bukanlah penggemar tanpa keahlian, tetapi 
ia harus dapat menjalankan pengawasan yang benar-benar terhadap administrasi 
negara. Selanjutnya, mesin partai modern menuntut disiplin dan bersifat rutin. 
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2. Pengertian Patologi 
Para sosiolog mendefisinikan patologi sosial yaitu, Semua tingkah laku 
yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, 
moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, 
kebaikan, dan hukum formal. Sedangkan masalah sosial yaitu:  
1. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat-
istiadat masyarakat ( dan adat-istiadat tersebut diperlakukan untuk 
menjamin kesejahteraan hidup bersama). 
2. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagiam besar warga masyarakat 
sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan 
orang banyak. 
Orang yang dianggap kompeten menilai tingkah laku orang lain sebagai 
patologis antara lain adalah pejabat, politisi, pengacara, hakim, polisi, dokter, 
rohaniawan, dan kaum ilmuwan di bidang sosial.
55
 Birokrasi pemerintah pada 
umumnya juga merupakan pusat kekuatan politik yang digerakkan oleh pamrih-
pamrih pribadi atau pamrih golongan. Birokrasi menjadi tidak rasional, karena 
diduduki oleh petugas-petugas yang kurang mampu menguasai ketrampilan 
teknis dan tidak mengemban misi pengabdian terhadap kepentingan serta 
kesejahteraan umum, sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi, atau tuntutan-
tuntutan yang dinamis muncul dari perkembangan masyarakat dan kemudian 
diterima sebagai konvensi.  
Aparatur pemerintah kurang dipercayai oleh rakyat, karena kelancaran 
pekerjaannya Cuma bergantung pada oli penyemir dan penyuapan. Birokrasi 
pemerintah menjadi tidak formal dan tidak legalistik lagi, sebab sebagai aparatur 
pemerintah yang harus mengabdi rakyat birokrasi ini dalam kenyataan konkret 
tidak lagi loyal terhadap konstitusi dan konvensi. Lagi pula tidak di anggap 
terhadap aspirasi rakyat dan tidak peka terhadap kebutuhan serta kemiskinan 
rakyat banyak. Sebagai aparat pemerintah, birokrasi ini lebih banyak memihak 
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kepentingan pribadi tokoh-tokoh politik, demi kepentingan-kepentingan pribadi, 
familial, dan golongan.  
Birokrasi pemerintah pada umumnya juga merupakan pusat kekuatan 
politik yang digerakkan oleh pamrih-pamrih pribadi atau pamrih golongan. 
Birokrasi demikian menjadi tidak rasional, karena diduduki oleh petugas-
petugas yang tidak atau kurang mampu. Juga tidak menguasai keterampilan 
teknis dan tidak mengemban misi pengabdian terhadap kepentingan, 
Birokratisasi yang keliru memunculkan monopoli dan oligopoli dan hak-hak 
khusus  pemilikan di tangan satu kelompok kecil. Birokrasi demikian justru 
menghambat jalannya pembangunan. Dengan kata lain, hambatan pembangunan 
itu justrru disebabkan oleh aparat negara yang tidak efisien dan korup. Dalam 
hal ini mesin politik birokrasi pemerintah  dimuaati oleh nilai dan norma-norma 
yang sangat subjektif dari tokoh-tokoh pejabat dan politisi. Tidak jarang mesin 
politik ini menjadi bagian integral dari dominasi kekuasaan politik oleh satu 
kelompok individu, satu kumpulan tokoh-tokoh daerah atau satu group tokoh 
agama, yang disebut sebagai kelompok-kelompok primordial. Dengan demikian 
mesin politik menjadi bagian dari partai yang berkuasa, dengan perilaku dan 
fungsi yang primordial sifatnya. 
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Dalam lingkungan birokrasi yang salah urus ini terdapat barter antara 
loyalitas politik dengan sumber ekonomi/kekayaan. Yang loyal terhadap atasan 
pejabat, pemimpin teratas dalam partai, pembela di beri jabatan sumber 
keuangan. Sedang yang tidak loyal akan dibendung atau dimatikan sumber 
ekonominya. Maka tidak heran, kalau birokrasi demikian disebut sebagai 
birokrasi patrimonial yang banyak dimuati dengan dimensi korupsi. Loyalitas 
hanya berupa loyalitas kepada penguasa politik yang tengah berkuasa. Jelas, 
bahwa sebagai produk dari birokrasi patrimonialistik sedemikian ini praktik-
praktik penyakit korupsi menjadi semakin merajalela, yang lepas dari jangkauan 
hukum undang-undang, konstitusi dan peraturan formal. 
Semakin tidak berkuasanya undang-undang dan peraturan formal dan 
semakin semrawutnya kelembagaan pemerintah birokrasi pemerintah, makin 
menyubukan korupsi. Sistem pemerintahnya menjadi korup, pegawai dan 







pejabat menjadi korup, dan masyarakatnya menjadi ikut-ikutan korup. 
Muncullah kebudayaan korupsi sebagai bentuk deviasi situasional kumulatif. 
Sehingga orang tidak mampu lagi membedakan antara yang benar dan salah, 
antara yang jujur dan korup, antara kepentingan nasional dan umum dengan 
kepentingan pribadi. Dan jelas, proses pembangunan mengalami hambatan-
hambatan serius dari dalam.
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Di indonesia, korupsi berkembang subur di segala bidang pemerintahan 
dan sektor kehidupan. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna 
melakukan koreksi dan memberikan sanksi, pada umumnya bersikap acuh tak 
acuh. Di satu pihak mereka merasa hormat dan takjub akan kemewahan dan cara 
hidup golongan jet-set dan para koruptor. Namun di balik itu juga merasa 
dongkol terhadap tingkah laku mereka yang berlebih-lebihan. Selanjutnya sikap 
rakyat menjadi semakin apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik 
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DEMOGRAFI DAN PEMERINTAHAN DESA KERANGKULON WONOSALAM DEMAK 
A. Demografi 
 Pemerintah desa kerangkulon kecamatan wonosalam kabupaten demak 
melaksanakan  otonomi untuk penggalian potensi desa yang ada namun usaha 
tersebut masih jauh dari harapan pemerintah desa karena masih kurangnya 
faktor pendanaan sumber daya manusia (SDM) pendapatan masyarakat desa 
serta pendapatan asli desa.
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 Nama Desa Kerangkulon diambil dari sejarah Kabupaten Demak pada 
saat wilayah ini masih berupa alas/hutan Glagahwangi yang telah berhasil 
dibangun menjadi kota kecil hingga menjadi besar. Desa Kerangkulon konon 
sejarahnya ada salah seorang warga pada waktu itu para lelaki sering bertengkar, 
antara Desa Kerang Wetan dan Kerangkulon kemudian sesepuh yang bernama 
Mbah Tengah yang mendamaikan pertengkaranan antar warga, selanjutnya 
dukuh tersebut dipecah jadi dua bagian yang kerang wetan ikut Desa Pilangrejo 
dan demung wetan dulunya satu desa dengan demung kulon kemudian dipecah 
jadi dua, yang demung kulon ikut Desa Pilangrejo dan demung wetan ikut Desa 
Kerangkulon, untuk sejarah sigkat dukuh demung dimana seorang wanita sepuh 
setiap harinya kegiatanya mengumpulkan barang-barang, sedikit demi sedikit 
lama-lama menjadi banyak dan juga sukanya bersih-bersih kemudian barang itu 
di bakar kalau barang itu dibakar munculah asap/langes, kemudian langes itu 
menebar ke mana-mana, kalau tanah itu ke jatuhan langes itulah tanah milik 
Desa Demung (makanya tanah Desa Demung menebar ke mana-mana) maka 
wanita tua tersebut di kasih nama Mbah Pondok.
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a. Letak Geografis Desa Kerangkulon 
Desa Kerangkulon kecamatan Wonosalam Demak merupakan salah satu 
desa yang berjarak dari pusat Kecamatan hanya 2 Km dan 9 Km pusat kota 
Kabupaten. Di lihat dari letak geografis Desa Kerangkulon berbatasan sebelah 
utara Desa Mojodemak dan Mrisen, sebelah selatan Desa Pilangrejo dan 
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Tlogorejo, sebelah barat, Sidomulyo, dan sebelah timur Desa Getas dan 
Kalianyar.   
Desa Kerangkulon merupakan desa yang terdiri dari 3 dukuh, yakni 
dukuh kerangkulon, dukuh Jati, dukuh demung, terdiri dari 5 Rw dan 36 Rt, 
Desa Kerangkulon adalah desa yang jaraknya dari dukuh satu ke dukuh lain 
cukup jauh hampir 3 Km dari pusat pemerintahan desa, proses perjalanan dilalui 
dua desa yaitu Desa Pilangrejo dan Desa Mojodemak. Desa Kerangkulon 
terletak di wilayah Kecamatan Wonosalam yaitu berjarak 2 Km ke arah barat 
dari pusat pemerintahan Kecamatan Wonosalam dan berjarak 9 Km dari pusat 
pemerintahan Kabupaten Demak, dan 25 Km dari pemerintahan Provinsi Jawa 
Tengah. Luas wilayah Desa Kerangkulon adalah 8.691.204. Ha. Luas lahan 
yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan seperti untuk fasilitas umum seluas 




b. Visi dan Misi Desa Kerangkulon 
Visi 
Visi pembangunan jangka menengah Desa Kerangkulon disusun dengan 
mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan 
modal dasar pembangunan yaitu sebagai berikut: 
 “ Terwujudnya pemerintahan yang amanah, menuju masyarakat damai sejahtera 
yang berpihak pada rakyat” 
Misi 
Dalam rangka untuk mempertimbangkan pencapaian Visi, maka 
dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Desa Kerangkulon sebagai 
berikut : 
- Menjadikan aparatur Desa sebagai abdi masyarakat yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
- Melaksanakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. 
- Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan yang prima. 
- Membangun desa dengan landasan pemerataan pembangunan yang 
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B. Pemerintahan  
Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayahnya, 
jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pembentukan nama, batas, 
kewenangan, hak dan kewajiban Desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan 
daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 
Peraturan daerah yang dimaksud  baru berlaku sesudah ada pengesahan dari 
pejabat yang berwenang. Ketentuan tentang pemecahan, penyatuan dan 
penghapusan Desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
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Peraturan Menteri dalam Negeri dimaksud ditetapkan dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  
1. Faktor manusia/jumlah penduduk, faktor alam, faktor letak dan faktor sosial 
budaya termasuk adat-istiadat. 
2. Faktor-faktor objektif lainnya seperti penguasaan wilayah, keseimbangan 
antara organisasi dan luas wilayah,pelayanan, dan lain sebagainya.
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Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangjat Desa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 
Sedangkan pedoman Menteri Dalam Negeri mengenai susunan organisasi dan 
tata kerja Pemerintah Desa termaksud mengatur hal-hal sebagai berikut: 
a. Kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Desa; 
b. Susunan organisasi; 
c. Tata kerja; 
d. Dan lain sebagainya, dengan mengindahkan adat-istiadat yang 
berkembang dan berlaku setempat. Peraturan Daerah yang dimaksud 
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Adapun orang yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk 
Desa Warga Negara Indonesia (warga negara Indonesia yang bertempat tinggal 
di Desa yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk dipilih) yang: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
3. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa; 
4. Tidak pernah terlibat langsung dalam sesuatu kegiatan yang 
mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
5. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa 
sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak 
terputus-putus; 
6. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang 
berpengetahuan/pengalaman yang sederajat dengan itu. Kepala Desa 
dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk 
Desa Warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-
kurangnya 17 (tujuh belas) tahun; 
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang 
bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir 
dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra Desa yang berada di 
luar Desa kemudian pernah menjadi penduduk Desa yang 
bersangkutan sehingga betul-betul mengenal Desa tersebut. 
8. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan 
setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun; undang-undang ini 
menetapkan sekurang-kurangnya umur 25 (dua puluh lima) tahun 
yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa, dengan pertimbangan 
bahwa dalam usia inilah pada umumnya orang dipandang sudah 
mantap kedewasaannya; 
9. Sehat jasmani dan rohani; 
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Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah sehat 
jasmani dan rohaninya yang menurut penilaian mampu 
melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan sebagai Kepala Desa 
dengan baik; 
10. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang 
berpengetahuan/pengalaman yang sederajat dengan itu. Kepala Desa 
dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk 
Desa Warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-
kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin. 
Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari calon yang terpilih. 
Pengertian atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I adalah dimaksudkan 
bahwa pada hakikatnya pengangkatan Kepala Desa merupakan wewenang 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Yang dimaksud dengan calon terpilih ialah 
calon yang terpilih dengan suara terbanyak dengan memperhatikan persyaratan 
dan tata cara pemilihan yang diatur dengan Peraturan Daerah sesuai Pedoman 
Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa tersebut di 
atas. Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal 
pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya. 
Penetapan masa jabatan 8 (delapan) tahun adalah berdasarkan 
pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut dipandang cukup lama bagi 
seseorang Kepala Desa untuk dapat menyelenggarakan tugas-tugas yang 
dibebankan kepadanya dengan baik. Dipandang dari segi kelestarian pekerjaan 
waktu yang 8 (delapan) tahun itu cukup untuk memberikan jaminan 
terhindarnya perombakan Kepala-kepala Desa. Ketentuan pembatasan untuk 
dapat kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya adalah dengan 
maksud untuk menghindarkan kemungkinan menurunnya kegairahan dalam 
menyelenggarakan pimpinan pemerintah di Desa. Sebelum memangku 





sungguh-sungguh dan dilantik oleh pejabat yang berwenang mengangkat atas 
nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
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Secara historis Desa Kerangkulon merupakan wilayah yang terdiri dari 3 
dusun yaitu dapat lagi di bagi menjadi 36 RT dan 5 RW, yang letaknya tidak 
begitu berjauhan hanya berkisar 1 s/d 2,5 jm. Struktur kepemimpiman Desa 
Kerangkulon untuk periode saat ini (Tahun 2013 s/d 2017) dipimpin oleh 
seorang Kepala Desa dan dibantu seorang Sekdes, 1 kamituwo, 1 bekel, 4 staf, 2 
modin, 1 bayan, 1 pendamping desa dan 1 ulu-ulu. 
a. Sejarah Singkat Kepemimpinan Desa Kerangkulon 
Berdasarkan informasi sesepuh masyarakat Desa Kerangkulon serta 
peraturan Kabupaten Demak yang berlaku bahwa Desa Kerangkulon Kecamatan 
Wonosalam Kabupaten Demak telah mengalami beberapa pergantian jabatan 
Lurah/ Kepala Desa dari periode ke periode yang di sebabkan karena meninggal 
dunia atau habis masa jabatannya.  
1. Palang   : Periode 1910-1920 (10 tahun) 
2. H.Kolil  : Periode 1920-1932 (12 tahun) 
3. Saliyo    : Periode 1932-1933 (6 bulan ) 
4. Pardi    : Periode 1933-1935 (2 tahun) 
5. Sastro diharjo  : Periode 1935-1985 (48 tahun) 
6. H.sugiarto  : Periode 1986-1994 (8 tahun) 
7. H.Mashudi  : Periode 1994-2009 (15 tahun) 
8. Kuntadi   : Periode 2009-2013 (3,5 tahun) 
9. A.Saifudin Ridwan: Periode 2013- hingga sekarang 
Dari lurah/ Kepala Desa pusat pemerintahan Desa Kerangkulon sudah 
mengalami 2 kali pindah. Pada masa jabatanya sastrodiharjo pusat pemerintahan 
di dukuh Kerangkulon yang sekarang di tempati madrasyah diniyyah kemudian 
pada masa jabatannya H.Sugiarto pada tahun 1990 pindah ke Dukuh Demung di 
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b. Pemilihan Kepala Desa 2013-2017 
Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013 mula-mula membentuk adanya 
panitia atau tim sukses dalam pelaksanaan acara pemilihan Kepala Desa, panitia 
membuka pendaftaran 1 bulan sebelum pemilihan, syarat untuk mencalonkan 
sebagai Kepala Desa Kerangkulon yaitu, harus dari warga Desa Kerangkulon, 
berkelakuan baik, umur maksimal 25 tahun, Akte, KK, surat pengadilan tidak 
pernah di hukum, minimal menggunkan Ijazah SMP/MTS, SMA/MA, Sarjana, 
menyiapkan visi dan misi dan program kedepan untuk Desa Kerangkulon 
Wonosalam Demak dan tidak boleh menggunakan money politik. Setelah 
adanya pendaftaran dan syarat-syarat tertentu, dari panitia memberikan undian 
kepada masing-masing calon dengan menggunakan sistem lotre/secara acak, dan 
panitia memberikan kesempatan dari masing-masing calon untuk bersosialisasi 
dengan masyarakat secara terbuka dan menggunakan jadwal yang telah di 
tentukan dari panitia. Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013 ada 3 calon 
dalam pemilihan tersebut yaitu: Saerozi, Saifuddin Ridwan dan Muthoharoh.
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Di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak dalam pemilihan Kepala Desa 
menggunkan sistem demokrasi, penduduk berbondong-bondong datang 
menghadiri pemilihan Kepala Desa yang bertempat di Lapangan Utama untuk 
memberikan hak pilihnya di Dukuh Demung Kerangkulon Wonosalam Demak, 
sebelum adanya pemilihan Kepala Desa para calon menyampaikan adanya Visi 
dan Misi dari masing-masing calon. Muhammad Amrin Tokoh Pemuda Desa 
Kerangkulon mrngatakan dalam pemilihan Kepala Desa tentu sangat 
berpartisipasi dalam pencalolan pilkades tahun 2013 karena itu adalah 
kewajiban sebagai warga Desa Kerangkulon Wonosalam Demak, ada 3 calon 
dari Pilkades yaitu Ibu Siti Muthoharoh, Ahmad Saerozi dan Ahmad Saifuddin 
Ridwan, dari 3 calon ada salah satu yang pantas untuk di pilih dan mampu untuk 
menjadi seorang pemimpin di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak, Dalam 
sistem pemilihan Kepala Desa masih menggunkan ataturan Bupati dan juga 
Perda Kabupaten Demak, yang mendapatkan suara terbanyaklah itu yang dapat 
menjadi Kepala Desa. Dari sekitar jumlah 3.000 jiwa Desa Kerangkulon 
Wonosalam Demak dan juga ada sekitar 400 orang yang tidak melakukan hak 
suaranya untuk memilih dari 3 calon Kepala Desa karena kaitanya dengan 
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masyarat yang divabel (kaum cacat)  atau menjompo (Tua) itu beda kalau kita 
membicarakan pilkades dibandingkan dengan pemilu-pemilu yang lain, karena 
dalam Pilkades itu  masyrakat merasakan langsung aura dan heuvoria 
(Kesenangan) yang begitu sangat kental begitu juga orang yang tidak datang ke 
TPS itu tidak memberikan hak suaranya dari masing-masing calon.  
Salah satu calon yang terpilih menjadi Kepala Desa Kerangkulon tahun 
2013. Melakukan adanya spiritual-spiritual mempercayai Allah,memberikan 
sebagian hartanya kepada orang-orang yang telah memilihnya sebagai Kepala 
Desa, mempercayai adanya magic sesuai dengan ajaran islam, yaitu sholat hajat, 
wiridan, mendekatkan diri kepada Allah, membawa dupo dan memakai wangi-
wangian. 
c. Bentuk Kepemimpinan 
  Dalam bentuk kepemimpinan setelah menjadi Kepala Desa dia masih 
bergantung sangat dengan sekertaris Desa Kerangkulon dan juga perangkat yang 
lainnya, akan tetapi setelah berjalanya menjadi Kepala Desa kuranglebih 2 tahun 
sudah bisa untuk memberikan kebijakan dan arahan kepada bahawannya. 
 Terbukti bahwa tahun 2015 Desa kerangkulon mendapatkan juara 
tingkat kabupaten dalam Lomba Desa Se Kabupaten Demak dalam program-
program yang ada di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak, selain itu juga 
tahun 2017 memenagkan lomba Perpus Desa yang bernama “Cempaka” itu bisa 
memenangkan lomba juara 1 tingkat Kabupaten Demak dan juga tahun 2017 
saat ini akan mewakili lomba tingkat Provinsi. 
d. Program Kegiatan Desa Kerangkulon 
Kegiatan tahunan Desa Kerangkulon Wonosalam Demak yaitu di Dukuh 
Demung kerangkulon mengadakan adanya khol Mbah pondok atau (Birrul 
Walidain) “Mengabdi Kepada orang tua dan sesepuh” bahwa masyarakat desa 
mempercayai adanya Mbah pondok  bahwa beliau adalah pendiri Desa 
Kerangkulon dan juga adanya pertunjukan wayang atau dayang yang 
menceritakan adanya kehidupan Desa Kerangkulon setiap tahunnya. Selain itu 
juga adanya ziarah makam pondok setelah sholat idul fitri dan juga setiap 
tahunya setelah sholat idul adha. Adapun program yang lainya yaitu: 
1. Ekonomi 
Mata pencaharian penduduk Desa Kerangkulon mayoritas adalah 





orang, karyawan swasta 103 orang, pedagang 12 orang, wirausaha 35 
orang, buruh bangunan 275 orang, pensiunan 5 orang, tukang batu 65 
orang, guru swasta 15 orang dan lain-lain 270 orang. 
Potensi pertanian Desa Kerangkulon adalah sebagai berikut: 
lahan 184,452 Ha, dan seterusnya. Potensi peternakan Desa Kerangkulon 
adalah kambing 117 ekor, ayam 1.752 ekor, bebek 453 ekor. 
Perekonomian Desa Kerangkulon ditunjang dengan 6 buah penggilingan 
padi,52 buah warung/kios dan 9 buah fasilitas lainnya. adapun komoditas 
unggulan desa kerangkulon adalah pertanian. 
2. Prasarana dan Sarana  
Kondisi sarana dan prasarana di Desa Kerangkulon adalah jalan 
protokol/jalan desa sepanjang 2,284 Km, jalan kampung kondisinya 
sudah baik, dan untuk jembatan sebagian sudah permanent dan sebagian 
lain masih memerlukan perbaikan. Kondisi prasarana dan sarana air 
bersih untuk saat ini masyarakat masih memanfaatkan air sungai dan air 
bersih pam, dan masalah pelayanan di balaidesa sangat ramah dan 
loyalitas tanpa adanya pungli. 
3. Sosial Budaya 
Berdasarkan pada data administrasi pemerintah Desa 
Kerangkulon jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi 
sebanyak 3,753 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 1.884 
jiwa dan perempuan sebanyak 1.867 jiwa dengan total jumlah kepala 
keluarga sebanyak 1.183 KK. 
Penduduk Desa Kerangkulon dilihat dari kelompok usia adalah 
sebagai berikut: terbesar berusia antara 15 sampai 60 yaitu sebanyak 
2,982 orang sedangkan terkecil adalah usia antara 0 sampai 14 yaitu 
sebanyak 819 orang. 
Keberadaan umat beragama di Desa Kerangkulon sudah berjalan 
dengan baik dimana mayoritas penduduk beragama Islam yaitu sebanyak 
3,751 orang. 
Data lain yang cukup penting adalah tentang kesejahteraan 
penduduk yang dilihat dari jumlah atau banyaknya angka kemsiskinan 






4. Pendidikan  
Kondisi tingkat pendidikan formal penduduk Desa kerangkulon 
adalah sebagai berikut: belum sekolah sebanyak 103 orang, yang tidak 
pernah bersekolah sebanyak 15 orang, pernah sekolah SD tapi tidak 
tamat sebanyak 15 orang, tamat SD/sederajat sebanyak 1.806 orang, 
Tamat SLTP/Sederajat sebanyak 775 orang, Tamat SLTA/Sederajat 
sebanyak 205 orang, Tamat Diploma/Sederajat Sebanyak 9 orang, Tamat 
sarjana/Sederajat sebanyak 20 orang. Prasarana pendidikan yang terdapat 
di Desa kerangkulon antara lain pra sekolah/PAUD 1 buah, TK/Sederajat 
2 buah, TPQ 2 buah, Madin 2 buah, SMP 1 buah, MTS 1 buah, SMK 1 
buah, MA 1 buah, Pondok Pesantren 2 buah, Perpustakaan Desa. 
5. Kesehatan 
Untuk kondisi kesehatan masyarakat Desa Kerangkulonsudah 
cukup baik dan didukung dengan beberapa fasilitas kesehatan sebagai 
berikut: Puskesmas 1 buah, poliklinik 1 buah, poliklinik 1 buah, polindes 
1 buah, jumlah tenaga medis yang ada di Desa adalah dokter 2 orang, 
bidan 1 orang, dan mantri 1 orang. 
e. Perkembangan Desa Kerangkulon 
Perkembangan Desa  dari Pemerintahan Desa Kerangkulon Wonosalam 
Demak, dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat itu sudah cukup baik, 
pembangunan jalan di Desa sudah cukup baik dan cukup berubah bahwa yang 
dulunya jalan masih ada yang rusak sekarang sudah baik, pembayaran pajak di 
Desa sudah cukup baik. 
Bahwa Desa Kerangkulon masih perlu adanya pendampingan khusus dan 
pembinanaan karena Kepala Desa tahun ini SDMnya masih kurang mumpuni 
dalam sistem Kepemimpinan. Masalah sampah yang belum bisa di tangani di 
Desa Kerangkulon Wonosalam.  
f. Potensi dan Masalah 
Beberapa kekayaan atau potensi yang dimiliki oleh Desa Kerangkulon 
bagi pelaksana pembangunan antara lain: 
a. Jumlah penduduk 3,751 Jiwa dengan berbagai pengetahuan dan 






b. Berbagai sarana dan prasarana yang telah ada yang berperan penting 
mendukung roda pembangunan. 
c. Ketersediaan berbagai sumber daya alam dan kondisi lingkungan hidup 
yang lestari. 
d. Adanya sumber daya air yang kurang memenuhi kebutuhan masyarakat 
namun dapat bermanfaat bagi pembangunan pertanian dan sumber air 
bersih. 
e. Besarnya komitmen pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam 
pembangunan. 
Beberapa permasalahan Desa Kerangkulon yang masih diketemukan 
dalam pembangunan lima tahun kedepan antara lain: 
1. Masih belum selesainya program pembangunan pada beberapa prasarana 
sarana desa seperti pengangkutan pembuangan sampah, saluran air, jalan 
yang belum dibetonisasi, jembatan yang kurang lebar, masjid dan mushola 
yang sebagian sudah rusak, peningkatan modal petani, kurangnya tempat 
untuk wisata di desa, pembangunan Kampung Iqro‟ dan sebagainnya. 
2. Terbatasnya penggalian sumber-sumber pendapatan desa bagi pelaksana 
pembangunan. 
3. Kesulitan penyedia sarana produksi pertanian sehingga mengurangi tingkat 
produksi yaitu masalah saluran air. 
4. Masih rendahnya minat sekolah bagi masyarakat dalam menunjang 
ekonomi yang rendah. 
5. Masih terbatasnya kreatifitas masyarakat dalam menunjang ekonomi 
keluarga. 
6. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemahaman dan pewarisan 
budaya daerah. 
7. Masih adanya kegiatan masyarakat yang melanggar norma-norma hukum 
8. Masih banyak taraf ekonomi masyarakat Desa yang hidup di bawah garis 
Kemiskinan. 









BAB IV  
APLIKASI TEORI MAX WEBER BIROKRASI PATOLOGI PADA PEMERINTAHAN 
DESA KERANGKULON TAHUN 2013-2017 
A. Pemilihan Kepala Desa Kerangkulon tahun 2013 
Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013 mula-mula membentuk adanya 
panitia atau tim sukses dalam pelaksanaan acara pemilihan Kepala Desa, panitia 
membuka pendaftaran 1 bulan sebelum pemilihan, syarat untuk mencalonkan 
sebagai Kepala Desa Kerangkulon yaitu, harus dari Warga Desa Kerangkulon, 
berkelakuan baik, umur maksimal 25 tahun, Akte, KK, surat pengadilan tidak 
pernah di hukum, minimal menggunkan Ijazah SMP/MTS, SMA/MA, Sarjana, 
menyiapkan Visi dan Misi dan program kedepan untuk Desa Kerangkulon 
Wonosalam Demak dan tidak boleh menggunakan money politik. Setelah 
adanya pendaftaran dan syarat-syarat tertentu, dari panitia memberikan undian 
kepada masing-masing calon dengan menggunakan sistem lotre/secara acak, dan 
panitia memberikan kesempatan dari masing-masing calon untuk bersosialisasi 
dengan masyarakat secara terbuka dan menggunakan jadwal yang telah di 
tentukan dari panitia. Pemilihan kepala desa pada tahun 2013 ada 3 calon dalam 
pemilihan tersebut yaitu: Saerozi, Saifuddin Ridwan dan Muthoharoh.
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Selain menggunakan money politik dari masing-masing calon juga 
menggunakan adanya klenik/hal-hal yang berbau mistik, Sekertaris Desa 
Kerangkulon mengatakan bahwa hal itu tidak bisa terlepas dalam pemilihan 
kepala desa dan hal itu tidak bisa diceritakan karena hal itu adalah sebuah aib 
dari masing-masing calon, bahwa dari masing-masing calon memiliki hak dalam 
kepercayaan masing-masing dalam hal percaya adanya klenik/mistik ataupun 
mendatangi dukun. Dalam pencalonan Kepala Desa jika menggunakan jasa 
dukun menurut aqidah Islam bahwasanya di dalam Al-qur‟an dan hadits, orang 
yang pergi ke dukun, sihir, sudah termasuk menyalahi syari‟at Islam, dan 
pelakunya bisa digolongkan sebagai musyrik atau bisa saja shalatnya tidak 
diterima selama empat puluh (40) malam.
69
 Barang siapa yang mendatangi 
tukang tenung/dukun kemudian ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka 
shlatanya tidak akan diterima selama 40 malam (H.R. Muslim dan Ahmad). 
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Orang yang dipercayai di Desa Kerangkulon atau tokoh Desa 
Kerangkulon tidak berpengaruh signifikan beda dengan tahun-tahun yang 
sebelumnya, karena masyarakat sudah tahu tentang demokrasi yang sebenarnya, 
bahwa tokoh desa tidak berpengaruh besar dalam pemilihan kepala desa, begitu 
juga dari masing-masing dukuh desa juga memiliki perbedaan pengaruh dalam 
pemilihan kepala desa, yaitu yang sangat berpengaruh di dukuh jati dan dukuh 
kerangkulon, berbeda dengan dukuh demung ada 50% yang tidak mau 
menerima adanya money politik dan embel-embel yang lainnya untuk 
menentukan hak suaranya dalam pemilihan kepala desa. 
Sekertaris Desa Kerangkulon Wonoslaam Demak mengatakan bahwa 
untuk menghilangkan adanya sistem Money Politik, klenik/mistik adalah usulan 
yang sangat bagus untuk masyarakat Desa Kerangkulon dan juga desa yang 
lainnya, bahwa dalam pemilihan kepala desa harus bener-bener mampu untuk 
menjadi seorang pemimpin desa dan tahu tentang arah visi misi ke depannya 
untuk Desa Kerangkulon dan kerja yang nyata di pemerintahan desa agar Desa 
Kerangkulon bisa lebih maju dan berkembang menjadi lebih baik. Sadarnya para 
calon dan juga masyarakat melanggar adanya aturan/syari‟at Islam bahwa 
pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem money politik, percaya 
adanya klenik/mistik itu adalah hal yang haram hukumnya dalam ajaran Islam, 
begitu juga dalam aturan pemerintahan desa dalam pemilihan kepala desa tidak 
boleh menggunakan adanya money politik, akan tetapi dari panitia tim 
pelaksana pemilihan kepala desa tidak mampu untuk menggendalikan hal 
tersebut.  
Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan 
ajaran-ajaran Islam demi terealisinya masyarakat yang adil, makmur serta 
berpegang pada syari‟at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum 
secara mendetail. Dalam hukum Islam, money politik dilarang dan perbuatannya 
termasuk dalam kategori risywah (suap-menyuap) merupakan pemberian cara 
yang tidak dibenarkan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan 
hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah 
sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang. Maka wajar bila 





bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat 
hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.
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Sebagaimana telah diketahui bahwasanya, Allah sudah menjelaskan 
dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:    
                               
                 
Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 




Muhammad Amrin tokoh pemuda Desa Kerangkulon mengatakan dalam 
pemilihan kepala desa tentu sangat berpartisipasi dalam pencalolan pilkades 
tahun 2013 karena itu adalah kewajiban sebagai warga Desa Kerangkulon 
Wonosalam Demak, ada 3 calon dari Pilkades yaitu Ibu Siti Muthoharoh, 
Ahmad Saerozi dan Ahmad Saifuddin Ridwan. Dari 3 calon ada salah satu yang 
pantas untuk di pilih dan mampu untuk menjadi seorang pemimpin di Desa 
Kerangkulon Wonosalam Demak, Dalam sistem pemilihan kepala desa masih 
menggunkan aturan Bupati dan juga Perda Kabupaten Demak, yang 
mendapatkan suara terbanyaklah itu yang dapat menjadi kepala desa. 
 
B. Pemerintahan Desa Kerangkulon tahun 2013-2017 
Dalam teorinya Max Weber tentang birokrasi di pemerintahan Desa 
Kerangkulon, Weber beranggapan bahwa birokrasi rasional memiliki 
seperangkat ciri ketetapan, kesinambungan, disiplin, kekerasan (keras), keajegan 
( reliabilitas) yang dapat menjadikannya secara teknis sehingga organisasi dapat 
memuaskan baik pemegang otoritas dan juga bagi kelompok kepentingan yang 
lain. Bahwa hampir keseluruhan diterapkan di Pemerintahan Desa Kerangkulon, 
pelayanan yang sudah bagus, SDM yang mumpuni, dan juga Administrasi yang 
cukup baik.  
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Dalam otoritas tradisional, sang pemimpin mendapatkan hak-hak 
istimewa secara otomatis, dalam arti dia tidak membutuhkan legalitas formal 
dari para pengikutnya. Berbeda dengan otoritas karismatik yang memiliki 
kepatuhan dibenarkan karena orang yang memberikan tatanan memiliki 
beberapa kesucian atau semua karakteristik yang dikenal. Pada dasarnya Weber 
berpendapat bahwa birokrasi rasional adalah sebuah konsepsi birokrasi yang 
muncul atas dasar kaidah-kaidah otoritas hukum, bukan karena sebab lain, 
seperti otoritas tradisional maupun otoritas kharismatik.  
Di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak dalam pemilihan Kepala Desa 
menggunkan sistem demokrasi. penduduk berbondong-bondong datang 
menghadiri pemilihan kepala desa yang bertempat di lapangan utama untuk 
memberikan hak pilihnya di Dukuh Demung Kerangkulon Wonosalam Demak. 
Sebelum adanya pemilihan kepala desa para calon menyampaikan adanya visi 
dan misi dari masing-masing calon.  
Salah satu calon yang terpilih menjadi Kepala Desa Kerangkulon tahun 
2013. Melakukan adanya spiritual-spiritual mempercayai Allah,memberikan 
sebagian hartanya kepada orang-orang yang telah memilihnya sebagai Kepala 
Desa, mempercayai adanya magic sesuai dengan ajaran islam, yaitu sholat hajat, 
wiridan, mendekatkan diri kepada Allah, membawa dupo dan memakai wangi-
wangian. 
Selain menggunakan money politik dari masing-masing calon juga 
menggunakan adanya klenik atau hal-hal yang berbau mistik. Sekertaris Desa 
Kerangkulon mengatakan bahwa hal itu tidak bisa terlepas dalam pemilihan 
kepala desa dan hal itu tidak bisa diceritakan karena hal itu adalah sebuah aib 
dari masing-masing calon. Masing-masing calon memiliki hak dalam 
kepercayaan masing-masing dalam hal percaya adanya klenik atau mistik. Orang 
yang dipercayai di Desa Kerangkulon atau tokoh Desa Kerangkulon tidak 
berpengaruh signifikan beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, karena 
masyarakat sudah tahu tentang demokrasi yang sebenarnya. Tokoh desa tidak 
berpengaruh besar dalam pemilihan kepala desa. Begitu juga dari masing-
masing Dukuh Desa juga memiliki perbedaan pengaruh dalam pemilihan kepala 
desa, yaitu yang sangat berpengaruh di Dukuh Jati dan Dukuh Kerangkulon. 





money politik dan embel-embel yang lainnya untuk menentukan hak suaranya 
dalam pemilihan Kepala Desa. 
Sekertaris Desa Kerangkulon Wonoslaam Demak mengatakan bahwa 
untuk menghilangkan adanya sistem money politik, klenik atau mistik adalah 
usulan yang sangat bagus untuk masyarakat Desa Kerangkulon dan juga desa 
yang lainnya. Dalam pemilihan kepala desa harus bener-bener mampu untuk 
menjadi seorang pemimpin desa dan paham tentang arah visi misi ke depannya 
untuk Desa Kerangkulon dan kerja yang nyata di pemerintahan desa agar Desa 
Kerangkulon bisa lebih maju dan berkembang menjadi lebih baik. 
Upaya-upaya untuk pengurangan adanya money politik di Desa 
Kerangkulon itu sendiri bisa dilakukan dengan adanya memutus mata rantai 
generasi-generasi X ke generasi-generasi Y anak-anak yang berada di generasi 
milenial  itu sedikit banyak sudahtau. Sudah bisa mengerti bahwa money politik 
itudampak yang buruk dalam suatu pemilihan kepala desa. Ketika mereka di 
sadarkan ketika mereka banyak disosialisakan tentang money politik tentunya 
mata rantai itu akan terputus dari situ sampai ke belakang nantinya, sehingga 
pemahaman dari para tokoh agama ketika mereka berceramah ataupun tokoh 
dari masyarakat, ataupun dari tim sosialisasi lembaga pendidikan pun sangat 
berarti, dampak yang didapat tidak bisa dirasakan pada saat itu akan tetapi 
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Dalam konsep birokrasi patologi menurut Max Weber yaitu birokrasi 
yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional, dan tidak berdasarkan 
pada kekuasaan dan kharisma tidak terlepas dari tuntutan demokrasi. 
Pemerintahan desa kerangkulon dalam pemilihan kepala desa menggunkan 
sistem peraturan yang rasional dan tidak rasional, berdasarkan kekuasaan dan 
berdasarkan kharismatik tidak terlepas dari tuntutan demokrasi. 
Aplikasi konsep birokrasi patologi menurut Max Weber dalam 
Pemerintahan Desa Sejak Pilkades Tahun 2013 – 2017 hampir keseluruhan teori 
Max Weber diterapkan di pemerintahan desa kerangkulon, pelayanan yang 
sudah bagus, SDM yang mumpuni, administrasi yang cukup baik. Birokrasi 
dalam pemerintahan di desa kerangkulon banyak sekali macam-macam bidang 
dan juga memiliki keunggulan masing-masing, tetapi dalam pemilihan kepala 
desa ini masih menggunakan jasa dukun, 40% mempercayai Allah, 
30%menggunakan money politik dan 30% mempercayai adanya magic. Max 
Weber mengatakan birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang rasional 
sedangkan birokrasi yang tidak ideal adalah birokrasi yang tidak rasional yaitu 
patologi yang harus dihilangkan. 
B. Saran  
Di desa kerangkulon termasuk kategori birokrasi yang tidak rasional 
dalam pemilihan kepala desa dan itu harus di hilangkan. Dengancara sistem 
pemilihan kepala desa selanjutnya menggunakan sistem patungan bersama untuk 
memberikan uang saku kepada masyarakat yang akan pergi ke TPS,  semua 
ditentukan diawal jumlah dari masing-masing calon diserahkan kepada panitia, 
dibagikan kepada yang memilih hak suara oleh panitia untuk masyarakat yang 
sudah selesai hadir untuk memilih hak suara di TPS. Jika tidak datang ke TPS 
maka tidak dapat uang dari panitia sebagai ganti berangkat ke lokasi tempat 
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Wawancara bersama Pemerintahan Desa Kerangkulon Wonosalam Demak diantaranya: 
1. bagaimana sejarah berdirinya Desa Kerangkulon? 
2. Bagaimana visi dan misi Desa Kerangkulon? 
3. Bagaiamana proses pemilihan Kepala Desa Tahun 2013-2017? 
4. Apakah ada Patologi/Penyakit Dalam Pemilihan Kepala Desa Jelaskan? 
5. Apakah ada bentuk mistik dalam Pemilihan Kepala Desa? 
6. Apakah ada kyai dalam Pemilihan Kepala Desa? 
7. Apakah mempercayai Dukun dalam Pemilihan Kepala Desa? 
8. Apa alasan bapak menjabat sebagai Kepala Desa? 
9. Berapa gaji kepala Desa Kerangkuon hingga direbutkan banyak orang? 
10. Bagaiamana sistem Kerja Desa Kerangkulon? 
11. Apa saja Program kegiatan Desa Kerangkulon? 
12.  Juara apa saja yang pernah di menangkan Desa Kerangkulon? 
13. Apa saja Lembaga Pendidikan di Desa Kerangkulon? 
14. Bagaimana Ke Agamaan di Desa Kerangkulon? 
15. Bagaimana Keadaan Penduduk Desa Kerangkulon? 
16. Apa saja sarana dan prasarana Desa Kerangkulon? 
17.  Bagaimana Birokrasi Desa Kerangkulon? 



















Wawancara bersama Pamong Desa dan Masyarakat Desa diantaranya:  
1. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa? 
2. Apakah masyarakat ada yang Golput dalam Pemilihan Kepala Desa? 
3. Apakah mayarakat menerima uang/barang dengan calon Kepala Desa? 
4. Berapa uang/barang yang diberikan calon Kepala Desa kepada Masyarakat? 
5. Berapa calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2013? 
6. Bagaimana sistem pemilihan Kepala Desa? 
7. Apakah orang yang sudah tua di ikut sertakan dalam Pemilihan Kepala Desa? 
8. Bagaimana dampak money politik dari pilkades di Desa Kerangkulon? 
9. Adakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi praktek money politik dalam pilkades? 
10. Bagaiamana jika praktek money politik di hilangkan apakah berdampak signifikan dalam 









A. Calon Kepala Desa saat pemilihan di lapangan 
 
 
B. Masyarakat berbondong2 ke TPS 
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